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ABSTRAK

Nama : Rizky Mahesa D,

Program Studi: Magister Hukum

Judul ; Pelaksansan Eksekusi Hak Tanggungan Atss Harta Bersama
{Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
C8PDT.GPLW/I999/PN-LP)

Tesis ini membahas pelaksanaan ecksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek
Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal
20 jo Pasal 6 UUHT, Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan
pelaksanaan parate cksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggunpan didasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku, Peaelitian ini adalzh penelitian dengan
desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan dibuat suaty pemsturan peleksena
yang mengatur dengan jelas menpenai prosedur pelaksansan dari Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual
objek Hak Tangguagan melalui pelelanpan umum tanpa fiat pengadilan.

Kata kunsi:
Hak Tanggungan, Harta Bersama
ABSTRALT

Narme & Rizky Mahesa D,

Study Program: Magister of Law

Title : Implementation of Execation of Hak Tangeungan Over Joint Assets
(Analysis of the Verdict af Lubuk Pakam District Court Case Number
O8/PDT.G/PLW1999/EN-1.P}

The focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tonggungon
{Security Right on Land) particularly where the ohject of Hak Tangeungan is joint
assets of husband end wife, This study alse focuses in the implementation of Parate
Executie in accordance with Article 20 juncte Ariicle 6 of the Law of Hak
Tanggungan by the holder based on the pusitive faw. This study is o research with o
descriptive design. The researcher suggests it is necessary to provide implementation
decision which regulates the procedure of Article 6 of the Lo of Hak Tanggungan
regarding the rights of the Hak Temggungan object holder 1o sell Hak Tanggungan
object by public auction without court verdict,

Key wards:
Security Right on Land, Joint Assets
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam prakiek perbankan untuk lebih mengamankan dana  yang disalurkan
kreditor kepada debitor diperiukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus
yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tansh. Penggunaan tanah
schagai jaminan kredit, baik untuk kredit produktif maupun konsumtif, didasarkan
pada pertimbangan tansh paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relatif
tinggl.' Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan diangep paling efektif dan aman
adalah tanah dengan jaminan Hak Tanggungan, Hal itu didasari adanya kemudahan
dalamn mengidentifikasi obyek Hak Tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya,
disamping itu hutang yaag dijamin dengan Hak Tanggungan harus dibayar terlebih
dahulu dari tagihan lainnys dengan vang basif pelelangan tanah yang menjadi obyek
Hak Tanggungan.®

Pada awalnya hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnys disebut “ULIPA™). Hak
Tanggungan menurut Pasal 51 UUPA dapar dibebankan atas tansh Hak Milik, Hak
Guna Ussha, dan Hak Guna Bangunan., Kemudian setelah 36 tahun bary pada fangga)
§ April 1996 diundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 fentang Hak
Tanggungan Atss Tanah Begerta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanzh
(selanjutaya disebut “UUHT). Dengan berlakunya UUHT maks terhitung sejak
tanggal 9 april 1996 terciptaiah unifikasi di bidang hukum dan lembaga hak jaminan
ates tanah dalam rangka mewnjudkan tujuan UUPA dan wataslah unifikasi Hakum
Tanah Nasional sebagaimana tersirat dalam penjelasan umum UUHT.?

' Ages Yudha Hemnoko, Lemboga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Pemunjang Kegiaian
Perkreditay Perboarkan Navionol, (Surgbaya: Tesis Pascasrjana Uneir, 1998) Hal?

* Rewowulen Sulantin, Pexelitian Teniang Perlindungan Hukum Eksekusi Jominan Kredit,
{Badan Pembingan Hukem Nasioal- Departemen Kehakiman RY, 15993, hal. 8

* Sunarye Basuki, ed., Diktor Hak Tanggungon Sebagal sotu-sctunya Hok Jominan Avs
Fanah, hal2
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Lembaga Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT adelah dimaksudkan
sebagai pengganti dari Hipotik sebagaimana diatur dalam Boku 1l Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPER™) sepanjang mengenai tansh
dan Credietverband yang distor dalam Staatsblad 1908-542 sebhagaimana tefah divbah
dengan Staatsblad 1937-190, vang berdasarkan Pasal 57 UUPA masih diberlakukan
sementars sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Hak Tangpungan
tersebut. UUHT telah lama ditunggu oleh miasyacakat karena ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan mengenal Hipotik dan Credierverbond berasal
dari jaman kolonigl Belanda dan didasarkan pada hukum tansh yang berlaku sehelum
adanya Hukum Tanah NMasional. Ketentuan tentang Hipotik dan Credietverband
tersebut tidak sesuai dengan asag-asas hukurn tanah nasional dan dalam kenyataannya
tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak
iaminan sehagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi, Akibatnya ialah timbul
perbedasn pandangan dan penafSiren mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan
hukum jaminan atas tanah. Misalnya mengenal pencantuman tite] eksekuforiad,
pelaksanaan eksekusi, dan lain sebagainya®

Kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi pars kreditor pemegang Hak
Tanggungan apabiia debitor wanprestasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huraf s UUHT
sksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tipa) cam
yaitu:

a. parate executie (untuk selanjutnya dischbut “Parate Eksekusi™y;
b. #itle executorial; dan
e. penjualan dibawah tangan.

Ketiga eksekust Hak Tanggungan tersebut diatis masing-masing memiliks
perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang mengpunakan siffe
executoriel berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan pelaksanaan penjuslan benda
Jjaminan funduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sehagaimans diatur pada Pasal
224 HIR, yang prossdur pelaksanaannys memerfukan waktn yang lama. Sedangkan
eksekusi secara di bawah fangan pelaksanaannya harus memenuhi heberapa
persyaratan yang antars l3in adanya kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan

* Sutan Remy Shahdeini, Hak Tanggungan aas-asas, ketemuan-ketentuan pokok dan
masalah yasg dihadapai oleh perbarkan suatu kajion mengenai undang-undang{ Baodung: Alumai,
1299, hal, 2-3,

Universitas ndonesia
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(debitor) dengan pemegang Hak Tanggungan (kreditor)” Menurut Sutan Remy
Sjahdeini® dalam rangka penjualan dibawah tangan, masalah yang perlu dipecahkan
adalah mengenai keabsaban penjualan obyek Hak Tanggungan oleh bank,
berdasarkan surat Kuzsa untuk menjual dibawah tangan  dari pemberi Hak
Tanggungan. Bagi para Kreditor dan debitor untuk menjual secara dibawah tangan
adalah merupakan perkembangan baru sebagai bentuk eksekusi dalam UUHT untuk
perlindungan hukum bagi para pihak, sebab pada saat berlakunya hipotik atas tanah
belum diatur secara jelas. Adapun bentuk cksekusi yang lain adalah Parate Bksekusi.

Menurut Pasal 6 UUHT apabila debitor cidera janji pomegang Hak
Tanggungan pertama mempunyal hak untuk menjual objek Hak Tangpungan atas
kekuasaan sendin melaloi pelelangan umum serta mengsmbil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut, yang artinya berdasar Pasal 6 UUHT tersebut pemegang
Hak Tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan
dan juga tidak perlu meminta penetapan pengadilan setempat apabila akan melakukan
eksekusi. Berdasar Pasal fersebut pemegang Hak Tanggungan dapat langsung
memima Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas ghjek Hak
Tanggungan tersebut.

Pelaksanaan Parate Bksekusi  yang terjadi dalam kurun wakiu sejak
diberlakukannya UU No. 5 tahun 1960 sampai dengan berlakunya UUHT tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Bank selsku kreditor yang terlihat
dalam Puiusan Mahkamzh Agung Republik Indonesia (umtuk sclanjuinya discbut
“MARI”) No. 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, vang salah satu keputusan
MA dalam perkara terscbut yaitu jika pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh
Kepala Kantor Lelang Negara Bandung atas perinizh Tergugat asal 1 (Bank/ Kreditor)
dan tidak stas perintah Ketua Pengadilan Negert Bandung, maka menurut MAR]
lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR, schingga pelelangan
tersebut tidak sah.

Ternyata putusan MARI tersebut juga didukung oleh Buku 11 Pedoman
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengharuskan adanya fiat eksekusi dari

* Herowatl Powsoko, Parafe Fuecutie Obyek Huk Tamggunggan(Yogavekaria: Laksbane
Pressingdo, 20083, hal. 4-8

¢ Ihid hal, 67
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Pengadilan Negeri.” Sehingga menurut Yahva Harahap® Putusan MARI Ne. 3210
K/Pdi/1984, tamgpal 30 Janvari 1986 iersebut sering diperdebatkan berbagai
pengkaiian hukum, karena putusan ini telah mematikan asas sigenmachtigr verkoop
yang diberikan Pasal 1178 ayat {2) KUHPER,

Dalam kaitannys dengan eksekusi atas Hak Tanggungan yang masih banyak
kerancuan dalam prakiiknys, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.(G/PLW/1999/PN-LP tentang sita eksekusi atas harta
hersama dimana isteri mengajukan perlawanan/bantahan atas permohonan eksekusi
oleh bank dengan alasen tidak permah memberikan persetujuan tertulis kepada
suaminya atas harte bersama yang dijaminkan kepada bank. Dengan adanya
perlawanan vang disjukan isteri maka hal tersebut menjadi permasalahan dalam
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang secars feori pelaksanaan eksckusi Hak
Tanggungan seharusnys bersifat mudab. Walaupun telah terdapat Sertipikat Hak
Tanggungan yang mempunyat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan vang berkekuatan hukum fetap namun faktanya dalam praktik tidak terlaly
maudah. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik
mengangkat judul “Pelaksansan Fksekusi Hak Tanggungan Atss Harta Bersama
{Analisis Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubsk  Pakam  No.
O8/PALG/PLW/I999/PN-LPY" dalam penulisan fesis hukum ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka dapat diidentifikasi pokok
permasalahan sebapai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan lembaga Parate Bksekusi atas objek  Hak
Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan?
2. Bageimanakah efektitas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas harta
bersama  pada  perkars  Pengadilan Negeri Lubuk  Pakam  No.
OR/Pd.G/PLW/1999/PN-LP?

7 Retnowlan Sutantio, Op.Cir, hal 28-29

f M, Yahya Harahap, Perfesvanan Terhadap Exsekusi Grosse Akt Seria Putusan Pengadilan
Dan Arbitrase Dan Stander Hukum Bkseknesi, {Bandung: PT Citea Aditya Bahakti, 19933, hal. 305-308

Universitas Indonasia
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tuivan dart penelitian ini adalah sebagai berikat:

1. Mengetahui perihal penerapan lembaga Parate Eksekusi atas obiek  Hak
Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Mengeiahul eofektitas pelaksansan eksekusi Hak Tanggungan 2tas harta
bersama pada perkara  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  No.
08/Pdt. G/PLW/1999/PN-LP.

Di dalam penslitian yang akan dilakukan ini, diharapkan akan mendapatkan
manfaat sebagat berikut:
L. Sebagai upaya mengeali dan memberikan penjelasan yang tepat mengenai
Hak Tanggungan dan permasaishan Parate Eksekusi atas Hak Tanggungan,
2.  Memberikan masukan bagi pemenintzh, praktisi hukum, mahasiswa, dan
masyarakat iuas lainnya yang terkait dengan pensgakan UUHT.

D. LANDASAN TEORITIS

Kajian dan analisis penelitian tesisw hukum ini didasarkan pada beberapa scuan
teori, antara lain teori dari Roscoe Pound dan Lawrence M Friedman. Penyelesaian
perselisihan, dalam hal ini melalui eksekusi, sangat berkaitan erat dengan keadilan.
Roscoe Pound melihat keadilan adalah hasil-hasil konkeit yang biss diberikannya
kepada masyarakat. Ta melihat bahwsa hasil yang diperoieh itu hendaknys berups
pemuasan kebutuhan manusia sebanvak-banyaknya dengan pengorbanan yang
sekecil-kecilnya”

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sarana atay
alat pembaharvan. Lebih jauh dikatakan bahwa hukuem sebagai alat pembaharuan
masyarakat merupakan fgjusn hukem yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagal
alst pembaharuan masyarakat ity telah berlaku (diterima), baik bagi negara vang
sedang berkembang mavpun negara vang sudah modern.'® Ia pun berpendapat bahwa
hukum adalah perintah dari suatu tindakan untuk membuat suaty menjadi lebih baik

? Satlipto Rehardjo, #mu Hukum, (Bandung: PT. Citrn Aditys Bakii, 1996), hal. 159
¥ rhid
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dan bermaksud untuk memenuhi tuntutan sebaik mungkin dengan menghindart
sedapat mungkin percekcokan-percekcokan yang tidak bermanfaat.'!

Mengacu pada pendapat Roscoe Pound, maka pengaturan featang Parate
Eksekust atas Hak Tanggimgan merupakan bentuk tindakan wtuk membuat suatn
menjadi lebih baik dengan bermaksud vntuk memenuhbi tuntutan pars pihak sebaik
mungkin dengan menghindari sedapat mungkin perselisihan.

Sementara ity Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa suatu sistem hukum
dapat berialan, paling tidak ditentukan oleh tiga unsur, yaitu: substansi, strulctur dan
budaya hukum.' Dari ketipa unsur tersehut,  budaya hukum merupakan unsur yang
sangat menentukan apakah sustu sistemn hulosm akan berjalan atau tidek, bagaimana
pandangan masyarskat ientang perapan hukum dalam masyarakat tersebut, dan
apakah hukum tfersebut sckedar perintah untuk menjaga ketertiban, atau hukum
merupakan hak-hak dari individu-individu yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

Mengacu  kepada pendapat para ahii tersebut, Parate Eksckusi sebagai
instrumen untuk miencarl penyelesaian konflik yang hanya dapat berfungsi dan
bekerja dengan baik jika dari segl substansi, struktur dan budaya hukwum, seialan
dengan kondisi yang hidup di Indonesia

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untok menghindart timbulnya salah penafsiran maka diperlukan  suatu
kesamaaan pengertian dan pemahaman terhadap kata-kata dan istilaheistilah penting
yeng akan sering digunzkan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasionzl atas
beberapa istilah penting adalah sebagat berikut:

1. Hak Tanggunpan atas tansh beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
yang seianjutnya disebui Hak Tanggungan, adalah hak jaminzn vang dibebankan

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomeor 3

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak

Y tikmphanto Jowana, ed., Diktet Teori Hukum, hal.134.
? Lawrenor M. Fricdman, American Law, (Now York-London: W.W. Norfon Company,

39843, b. 218-230, Imiam Qira Cirewindzs Prispance, Brdoyy Hukum Irdonesiac Menghodapi

Globalisasi Perlindungan Rubasia Dagang di Bidang Formasi, (Jakarks: Chandra Pratame, 1999}, hal.
31,
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berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itt, untuk
pelunasan utang terfenty, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;"?

2. Kreditor adalah pihak yang berpiuiang dalam swatu hubungan utang-piutang
terzentu;“

3. Debitor sdalah pihak yang berutang dalam suetu hubungan uleng-piutang
terteniy; '

4, Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah,
akta pembebanan hek atas tansh, dan akia pemberian kuasa membebankan Hak
Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;'®

5. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akia PPAT yang berisi pemberian Hak
Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagal jaminan uwotuk pelunasan
piutangnya;’’

6. Kantor Pertanahan adalah unit kerjz Bedan Pertanahan Nasional di wilaysh
kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, vang
melakukan pendaftaran hak atas tansh dan pemelibaman dafiar umum
pendaftaran tanah.'*

¥. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam lesis i merupakan penelitian vang menggunekan
metode deskriptif karena beriujuan menggambarkan bagaimana efektitas pelaksanaan
ekselcusi Hak Tanggungan atas harta bersama.

Sumber data yang dikumpulkan sebagai bahan penelitian tesis int adaiah data
sekonder atau data pendukung vang diperoleh dari studi kepusiakaan, Data sekunder

B indonesia, Undang-Undang Tenionga Hak Tanggungan Aras Tanal Beserta Benda-Bende
Yang Berkgitan Dengar Tangh, VU Mo, 4 Tahun 1656 LN No. 42 Tahan 1996, TLN No. 3317,

" thid
Y thid
® thid
Y Ibid

® Jbid
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yang dipergunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekander, dan
sumber hukum tersier, Sumber hukum primer berupa persturan perundangan yang
terkait dengan iak Tanggungan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beseria Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanzh.
Sumber hukum sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian ataupun hasi karya
dari kalangan umum yang terkait dengan Hak Tanggungan. Kemudian untuk sumber
hukum tersier berups kamus-karus,

Tipe penclitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menitik beratkan
penelitian terhadap efektitas pelaksanasn eksekusi Hok Tanggungan atas harta
bersama pada perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/PdCG/PLW/1999/PN-
LP.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam bab-bal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, delam bab ini akan digsraikan mengenal latar belakang masalah,
pokok permasslahan, tujuan penelitian, kegunzan penelitian, metode penelitian,
kerangka teori, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab Dua, dalam bab ini skan divraikan mengenai Hak Tanggungan menurut
Undang-Undang No. 4 Tehun 1996 yang mencakup pengertian Hak Tanggungan,
pihak-pihak dalam Hak Tanggungan, obyek Hak Tanggungan, dan prosedur
pembebanan dan pencoretan Hak Tangpungan.

Bab Tiga, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Parate Eksekusi,
pengaturen Parate Eksekusi dalam UUHT, serta keracuan pengaturan tentang Parate
Eksckusi dalam TJUHT. Selain itu dalam bab ini akan diuraikan juga mengenai harta
bersama, yang akan dijelaskan pengertian, pengpolongan, serta pengaturannya dalam
peraturall perundang-undangan,

Bab Empat, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang serta kasus
posisi darl perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Neo, 08/Pdt.G/PLW/199%/PN-LP
dan juga penulis akan melakukan analisis hukum atas perkara Penpadilan Negerd
Lubuk Pakam No. 08/Pdt.G/PLW/1999/PN.LP.

Bab Lima, pada bab terakhir vaitu bab penutep penulis skan menyimpulkan
hasil penelitiannya yang merupakan jawaban dari permasalahan yaog ads dan
memberikan sarax dalam kaitannya dengan eksekusi pads Hak Tanggungan.

Urniiversitas indonesia

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH Ul, 2009



BAB 11
ANALISIS YURIDIS HAK TANGGUNGAN

A. HAX TARGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1996

1. Pengertian Hak Tangguagan

UUHT memberikan definisi Hak Tangeungan atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan fanah vang selaniutnya disebut Hak Tanpgungan pada Pasal |
butir 1 UUHT, yaite sebagai berikut:

“Hak Tanggungan adaloh Hak Jominan yang dibebankan pada hak atas tanch
sebagaimar: dimaksud dolarm Undong-Undonmg Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dusar Pokok-Polok Agraria, berikut aiau tidak berikut benda-
benda Inin yang merupakan satu-kesatuwar dengan tanah iy, untuk pelunasan
wlang ferienty, yang memberikan kedudukon yang divtamakan kepoda kreditor
tertentu terhadup kreditor-kreditor tain. 7"

Ada beberapa unsur pokok darl Hak Tanggunpan yang termuat i dalam definisi
tersebut, Unsur-unsur pokok ity adalah sehagai berikut:®®

{13}  Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk peiunasan utang;

{2}  Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanak sesvai UUPA;

(3)  Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanabrva (hak atas tanah) saja,
tetapi dapat pula dibebankan berkut benda-benda fain yang merupakan
saty kesatuan dengan anah it;

4) Utang yang difamin harus suate utang tertentug

¥ Indonesis, Undang-Undang Tentang Hok Tanggungan Atas Tonch Beserta Benda-Benda
Yany Berkoitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1596 L No. 42 Tahun 1896, YLK No, 3317, Pasal §
butdy 1.

2 Siahdeini, Op.Ch, Biel. 11,
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{5) Memberikan kesusukan vang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain.

Pengertian Hak Tanggungan tersebut sangat dipengaruhi oleh asas pemisaban
horisontal, ini menyebabkan hak atas tanah dapat dipisahkan dengan hak atas benda~
henda di atas tanab tersebut, Mamun untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai
ohjek Hak Tanggungan maka harug dinyatakan secara tegas di dalams Akta Pemberian
Hak Tanggungan bahwa obiek Hak Tanggungan apakah meliputi bangunan, tanaman,
dast hasil karya distasnya.

Hak Tangpungan merupakan lembags jaminan untgk pelunasan hutang
{kredif) yang kuat dengan giri-ciri®

{1}  Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor (Pasat 1 butir |
UUHT)

2} Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, dalam tangan siapapun objek
itu berada (Pasal 7 UUHT);

{33  Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga mengikat
pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum: bagi para pihak yang
berkepentingan (Pasal 11 jo Pasal 13 UUNT};

(4)  Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya {Pasal 14 jo Pasal 20
UUHTS.

Z, bjek Hak Tangpungan

Agar dapar dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak jaminan atas tanah,
benda yang bersangkutan harus memenuhi syarat yaitw?™
1. dapat dinilai dengan vang, karena ntang yang dijamin berups vang:
2. Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan, karena apabila debitor
ciders jargi benda yang dijladikan jaminaa akan dijual;

' Basuki, Op Cit, hal, 5.

= Boedi Harsono, Hukuas Agraria Indoresia: Sejorah Pemberiukan Undang-Undong Pakok
Agraria, Isi dam Pelaksanaannya, Col7, Gakana: Djambatan, 1997 ), hal, 379,
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3. Termasuk hak yang didaflar menurut peraturan tentang pemndafiaran
tanah yang berlaku karena harus dipenuhi syarat publisitas;
4.  Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu undang-undang,

Adapun yang termasuk dalam obyek hak tanggungan adalah sebagai berikut:
a. Hak atas tanah, diantaranya Hak Mikk, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai;

b, Bangunan, tanaman, dan hagil karya yang menjadi satu kesatvan dengan
tanah,

Kemudian mengenal adanya kebuiuban masyarakat ssat ini agar Hak Pakai
dimungkinkan menjadi agunan maka yang awainya dalam UUPA Hak Pakal tidak
ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungen kemudian oleh UUHT kebutuhan tersebut
ditampung dengan menetapkan Hak Pakal juga sebapai objek Hak Tanggungan. Hal
terbut terlihat pada Penjelasan Umuun UUHT pada bagian 1 butir 5 yang
mengemukakan scbagai berikut:™

“.. Hak Pakai dalam Undong-Undang Pokok Agraria tidak ditunjuk sebogei
objek Hak Tanggungan, karena pada wakin ity tidak termasuk hek-hak otas
tanah yang walib didafior dan karenannya tidak dopat memerdi syarat
publisitas untvk dapai dijadikan jamingr utang. Dolam perkembanguniy
Hak Pokai pun harus didaflarkan, yaitu Hok Pakal yang diberikan atas tanah
Negara. Sebagion darl Hok Pakai yang didaflar ity menwrat sifat don
kenyataannya dopat dipindah tangankan, yaitu yang diberikon kepada
perseorangan dan badan-badan hkum perdate. Dalom Undeng-undang No.
16 Tahur 1983 tentang Rumah Swsun, Hak Pokai yang dimoksudkan itu dupat
dijaditan jaminen wang dengan dibebani fiducia.

. Permyataan batwa Hak Pokai tersebw dupat dijadikan objek Hok
Tanggungoan merupakan peryesugian ketentugre Undang-unding Pokok
Agravia dengon perkembargan Hek Pokai itw sendiri serta kebutuhon
masyarake.

Selain mewuiudkan unifikasi Hukwm Tonoh Nosional, yang tidak kurang
pentingrya adatuh bahwa dengan ditunjukknya Hak Pakal tersebut sebagai
objek Hak Tanggungon, bugia para pemegang hakwys, yang sebegian
terbesar terdivi otas golongan ekoviomi lemah vang tidek berkemampuan
untuk mempurysi tanah dergan Hok Milik atan Hok Gune Bangurom, |
menjadi  terbuka  kemungkinarmyz  untuk  menperclelt  kredit  vong

B Sjakdeini, Op, Cit, hal, 59-66.
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diperivkarmya, dengan menggunakon ranah yang dipmyainya  sebagai
Jaminan.?

3. Subjek Hukum Hak Tasggungan

Pasal 8§ UUHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang
persecrangan atau badan hukum yang merpunyal kewenangan untuk melakukan
nerbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dengan
demikian karena obiek Hak Tanggungan adaleh Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakal. Sejalan dengan ketentuan pasal 8 UUHT ifu yang
dapal menjadi pemberi Hak Tangsungan adazish orang perseoranpgan atau badan
hukum vang dupat mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hek Guna Basgunan,
dan Hak Pakai®

Bagi mereka vang akan menerima Hak Tanggungan haraslah memperhatikan
ketentuan pasal & avat (2) UUHT yang menentukan hahwa kewenangan untuk
meiskukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungsn sebagaimana dimaksud
pada Pasal § avat {1 UUHT harus ada pads Pemberi Hak Tanggungan pada saat
pendafiaran Hak Tanggungan dilakukan.

Menurut Pgsal 9 ULUHT pemegang Hak Tangpungan adalah orang
perseorangan atau badan hukurn yang berkedudukan sebagai pihak vang berpiutang,
Dengan demikian yang dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah siapapun
juga vang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan gtang, yaitu
baik orang perseorangan Warpa Negara Indonesia maupun asing.”®

B. SIFAT-SIFAT HAK TANGGUNGAN

Berikat adalah sifat-sifat Hak Tanggungan vang membedakan Hsk

Tanggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang vang lain, yaita:™

* indoniesia, Op. Ci, Penjelason Bagian 1 Bulir $,
% Siahdeini, Op. Cit, hal. 75.

*8 Ihid, hal 79.
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a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaar) kecuall iika

diperjanjikan Roya Partisl Jika ada dua atau (iga bidang tanah yang
dibebani Hak Tanggungan maka semuanya merupakan satu kesatuan tanpa
kecuali sebagai obyek Hak Tanggungan sampal utangnya dibayar Tunas.
Kecuali jika diperianiiakan Roya Partial oleh debitor dan kreditor, bahwa
pelunasan utang yang dijarain Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan
Cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas
tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, vang akan dibebaskan dari
beban Hak Tanggungan tersehut, Schingps kemudian Hak Tanggungan
tersehut hanya membebani sise obyek Hak Tanggungen untuk menjamin
sisa utang vang belurn dilunasi.

. Satu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak
Tanggungan, poringkat masing-masing Hak Tanggungan  ditentukan
ditentukan menurut tanggal pendaftarannya di kantor pertanaban,.
Peringkat Hak Tanggungan yang didaftarkan pads tanggal yang sama
ditentukan menurut fanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
yvang bersangkutan,

. Apabila debitor cidera jenjl, pemegang Hak Tanggunpan pertama
mempunyal hak uniuk menjual obyek Hak Tanggungan stas kekuasaan
sendirt melalut pelelangan umum seria mengambil pelunasan piwtangnya
dari hasil penjualan tepsebut,

. Hak Tangeungan tetap mengikati obyeknava dalam tangan siapapun obyek
tersebut berada. Dikenal scbeagal sifat istimews dari Hak Tenggungan
(dahulu hipotik dalam Pagal 1163 ayat {1} KUHPerdata) yaitu hubungan
kreditor dengan obyek Hak Tanggungan gebagai akibat bahwa Hak
Tanggungan bersifat accesoir terhiadap perfanjian kreditmya sebagai
perjanjian pokoknya, Disinilah letak kekvalan Hak Tanggungan di
samping kedudukan schagal kreditor preferen atau  kreditor vang
kedudukannya diutamakan,

* Siahdeini, Op.Cir, hat, 21-38,
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C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA HAK TANGGUNGAN

Hak Tanggungan memiliki prinsip-prinsip hukum jaminan, diantaranya sebagai
berikut:*®

a. Prinsip Absclut

Iaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia secara garis
besar mempunyai sejumlah asas yang antara lain mempunyai sifat bak kebendazan
sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPER. Dimaksud dengan hak kebendean
{Zakelijkrechi}, ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana bak itu memberikan
kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat diperishankan terhadap
siapapun juga.” Menurut Sri Soedewi Magjchoen Sofwan, hak kebendaan ini
adalah absclut. Astinya bak ini dapat dipertshankan terhadap sctiap orang.
Pemegang hak ity berhak menuntut setiap orang yang menganggu haknya. Dilihat
secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. Berbeda dengan hak
perorangan yang adalah relatif, artinys hak it hanya dapat dipertahankan terhadap
debitor terfenty, dan hanys dapat dipertehankan melakukan tuntatan terhadap
debitor tertentu saja secara pasif dapat dikstakan sescorang tertentu wajib
melakukan prestasi terhadap pemilik hak. *

Pada kenyataannya bahwa suats hak kebendaan yang mempunyai hubungan
atas sualu benda, tidak menentukan pembedaan antara hak pribadi dengan hak
kebendamn. Seperti halnya dalam hubungannya untuk pembatasan dari hek-hak
kebendaan yang merupakan hak yang bersifat shsolut vang bukan kebendaan, Hak
mengarang, hak cipta, dan lain-lain yang sama, adalah mutlak, akan tetapl
bukanlah hak-hak kebendaan, oleh karena yang menjadi sasarznnya bukaniah
benda, akan tetapi suatu hasil kesusatraan, ilmn pengetahuan atau seni dan suatu
penemuan cars kerja baru atau produk barw’’, Oleh karenanys semua hak-hak

* Herowat! Possoko,Op.0it, hat, 88-110.

“ $ri Soedewl Masjchosn Sofiwan, Hukum Benda.{Yogyskarta: Liberty, 1981), hal. 24.
0 thidt, el 17.

*} R. Seetojo Prawirohamidivjo, Marthelene Pohan, BabeBab temtang Hidown Benda,
{Surabaya: Bing ilmu, 1984), hal. 12,

Universitas Indonesis

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH Ul, 2009



15

kehendaan adalah absolut, tetapi dalil ini tidak dagat dibalik; tidak semua hak-hak
absolut adalah hak kebendaan.™

Berkaitan dengan UUHT, tergolong sebagal hak kebendaan yang mempunyai
stfat absolut atau bukan, maka perlu mengelahui apa yang dimaksudkan dengan
Hak Tanggungan. Pada Pasal 1 ayat(1) UUHT, yang menyebutkan:

“Hak Tanggmmgan otas taneh beserta benda-benda yang berkoitan dengon
ranah, yang selanjutnyve disebui Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hok atas tenah sebogaimana dimaksud dotam UU No, 5
Tahun 1960 tentang Peratwran Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berilut benda-benda loin yang merupakan satu kesatuon dengan temah

itu, wntuk pelunasan wlong tertemiu, yang memberikan kedudukan yong
divtamakon kepada kreditor terfentu terhadap kreditor-kreditor loin.

Dapat disimpulkan yang dinsksud dengan Hek Tangpungan adalah hak
jamings atas tanah uniuk pelunasan utang terfenty, yang memberikan kedudukan
diutarmakan kepada kreditor 1erientu terhadap kreditor-kredifor lain. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, tordapat unsur-unisur esensial, yang merupakan
sifat dan ciri-cir? dari Hak Tanggungan, yaih
- lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;

- pembebanannya pada hak atas tanah;

- berikut atau tidak berikit benda-benda lain yang mempakan satu kesatuan
dengan tanah,

- memberikan kedudukan yvang prefercn kepada kreditornya.

Bahwa deri pasal tersebut teinyata tidak secars tegas menyebutkan adanya hak
kebendaan, Hal ini dapat dipahami karcne UUPA dijiwai oleh hukem adat yang
tidak mengenal pembedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Namun,
oleh Budi Harsono™ dikatakan bahwa meskipun UUPA tidak mengenal sifat

2 thid

* Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria Jifid | Bagian 1t , {3ekarta: Djsmbatan,

1971), hal. 57,
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kebendaan tetapi sifat kebendaan itu dapat diberikan kepada hak-hak atas tanah
yang terdapat di dalam UUIPA,

Oleh Mariam Darus Badrulzaman™ ditambahkan bahwa UUPA mengenal hak
kebendaan bukan hanya pemilik mempunyai wewenang untuk mengalihkan atau
mengasingkan fetapi bek-hak tersebut tunduk juga pada pendaftaran. Lembaga
pendaftaran inilah yang menjadi ukuran bagi lahimya hak kebendaan. Pendaftran
tanah dalam UUPA menunjukan sifat kebendaan itn merupakan bawaan dari
DUPA dan bukan sifat yang diberikan.Pendapat Mardam Darus Badrulzaman
tersebut mendasarkan pada Pasal 528 KUHPer yang menvatakan babwa atssspaty 77
kebendaan, sescorang dapat mempunyai kedudukan berkuasa hak milik, hak
waris, hak pakai hasil, hak pengalihan tanah, hek gadai tanah, hak gadai atau
hipotik. Untek itulah Hak Tanggungan dapst dikatpkan mempunyai sifat hek
kebendaan, karens eiri-ciri atav sifat hak kebendsan pada Hak Tanggungan
memang sengaja diberikan pembentuk UUHT

Bahwa dari pendapat ahli hukum tersebut diates dapat dipahami meskipun
UUPA tidak mengenal sifat kebendaan, tetapi sifat kebendaannya dapat diberikan
pada hak-hak atas fangh. Meskipun tanpe menyebutkan sifat-sifat kebendaan,
tetapi pemilik hak-hek ates tanah tersebut diberi wewenang untuk mengalibkan, o
menjiaminkan dan bahkan mendafiarkan terhadap hak-hak atas tanah tersebut,
sehingga hak-hak atas fanah tersebut bersifat hak kebendsan, Oleh kargnanva
UUHT merupakan hak kebendaan, maka mempunyai sifat vang absofut.

b. Prinsip Droit de Suite

Hak kebendann ity mempunyal droit de smite (hak yang mengikuti),
Artinya: hak itu terus mengikut bendanya dimanapun juga {dalam tangsn sispapen
juge) barang itu berada. Hak i terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.™
Draii de suiie merupakan salah satn prinsip dari hak kebendaan yang memang pada
dasarnya dikenal oleh KUMPER, dan sebaliknyva tidak dikenal oleh Hokum Adax

# Mariam Darus Badruizaman, “Beberaps Permasalahan Hukum Hak Jaminan™, Hubes
Bisniz, (Vol. 11 Tahun 2000}, hal. 19,

3 Herowati Poesako,Op. CHr., hal. 88

% 811 Svedew! Mesichoen Sofvwan, €p.Ci, hal. 25.
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Bahwa sistem Hukem Adar tidak mengenal hak kebendaan antara lain dapat dilihat
dari karya Mahadi®® yang menyatakan bahwa hak kebendsan seperti yang
dimaksud KUHPER itu sidak ada dalam sistem Hukum Adat. Lalu ciri Hak
Tanggungan sebagal suatu hak jaminan yang mempunyai preferensi dan berasas
drofy de suit, berakar davi mang, selayaknya pantas dipertanyakan., Atau sifat yang
ditetapkan demikian itu semata dilandaskan pada soal kewenangan yang dimiliki
oleh pembentuk undang-undang.”

Namun prinsip droit de suite nampak jelas terdapat dalam Pasat 7 UUHT,
yang menyatakan: sifat Hak Tanggungan o tetap mengikuti obyeknya dalam
tangan siapa pun obyek tersebut berada fdroit de suite). Sifat ini merupakan salah
saty jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun
obyek Hak Tanggungan ity sudah berpindah tangan dan menjadi mitik pihak fain,
kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor
cidera janji dalam berprestasi. Oleh sebab itu, walaupun obyek Hak Tangpungan
ity sudah berpindah tsngan dan menjadi hak milik orang lain, namun Hak
Tanggungan ity selalu mengikuti di dalam tangan siapapun obyeck Hazk
Tanggungan berpindah, vang berarti prinsip droir de suite tersebut terdapat dalam
UUHT.

. Pringip Droit de Preference

Pada prinsipnya hak jaminan kebenduan memberikan kedudukan
didahuiukan bagi kreditor pemegang Hak Jeminan terhadap kreditor iainnya.
Untuk menganalisis prinsip droit de preference selain mendasarkan pada Buku I
KUPER yang mengatur tentang jaminan juga mendasarkan pada UUHT, Tenfang
kedudukan yang diutemeakan dalam KUHPER dapat dilihat pada Pasal 1133 ayat
(1) KUHPER yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-
orang berpiutang terbit dari hak Istimewa, dari gadat dan dari hipotik,

Narnun ternyata sistem hukwm kita mengenal pemberian peclindungan vang
istimewa bagt kreditor atau para kreditor. Perlindungan istimewa it tertera i

** Mahadi, Hubwm Bende chitam Siste Hukyim Perdiia Nasional, (Jakarta: Binacipla, 1583),

hal. 28.

** M. Isnaenl, Gp.Cit hal, 79-80.
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daiam Pasal 1133 KUHPER, vakni hak untuk didahaivkan diantara para kreditor
yang timbul dari: Hak istimewa, Gadai dan Hipotik, Selanjutnya menurnst Pasal
1134 KUHPER Hak Istimewa ialah suaty bak yang oleh undang-undang diberikan
kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada
kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat pivtang  kreditor tersebat.
Perlindungan istimewa bersebut dapat diberikan apabila kreditor pemegang hak
Jjaminan afas benda tertentu milik debitor, dalam perkembangan hukum Indonesia
selain Gadai dan Hipotik. Hak istimewa tersebut berlaku bagi Hak Tanggungan
dan Fidusia. Jaminan tersebut morupakan jaminan kebendaan. Kedudukan hak
jaminan terhadap Hak Istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPER lebih
tinggi daripada Hak Istimewa. Kecuali hal-hal dimana oleh undang-undang
ditentukan sebaliknya. Hak Istimews yang lebih Gngpt daripada hak jaminan,
termasuk biaya perkars yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman
untuk melelang baik untuk benda berperak maupun benda tak bergerak. Biaya
tersebut dibayar dari hasil penjusian benda terscbut sebelum dibayarkan kepada
para kreditur lainnya, termasuk kepada para kreditor pemegang hak jaminan.

Dalam UUHT tentang kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain, semula ditentukan pada Pasal 1 ayat {1} UUHT
yang antara lain menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya, Penjabaran lebih lanjut
tentang kedudukan diutamakan tidak dijumpai dalam Penjelasan Pasal 1 UUHT,
melsinkan dijmpai dalam Penjelasan Umum Angka 4 alinea 2 UUHT, vang
menyatakan:

THok TangRungan adaian hak jomingns 4las 10man winuE perunason wong
tertenty, yang memberikan kedudukan diwtamakan kepada kreditor tertentu
ferhadap kreddor-Rreditor loin. Datam arti, bakwa jika debitor cidera janfi,
kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangon
umum tomah yang dijedikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundong-
undangan yoang bersanghutem, dengan hak mendahulu doripada kreditor-
kreditor yang tain. Keduduker dintamakan tersebut sudah barang tenty tidak

mengurangl preferensi pitang-pittang Negara menurat ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku,
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Bahwa yang dimaksudkan dengan memberikan kedudukan diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain, adalah bahwa jika debitor cidera
janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan
umum tanah yang dijadikan jaminan menunst ketentuan peraturan perundang-
undangan yaag bersangkutan, dengan hak mendahulu dimaksudkan adalah bahwas
kreditor pemegang Hak Tangpungan didahulukan dalanm: mengambil pelunasan atas
hasil penjualan eksekusi obyek Hak Tanggungan,

. Prinsip Spesialitas

Asas ini menghendaki bahwa Hak Tanggungas hanya dapat dibebankan
atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Asas ini dalam hipotik diatur oleh
ketentuan Pasal 1174 KUHPER, Dianutaya asas spesialitas oleh Hak Tanggungan
dapat disimpulkan darl ketentuan Pasal 8 dan Pasal 1 ayat {1) hwruf e UUHT.
Karenz Pasal 8§ UUHT menentukan babwa pemberi Hak Tanggungen harus
mempunyai kewenangan untuk mekakukan perbuatan bukum terhadap obyek Hak
Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (1) UUHT) dan kewenangan tersebat
harus ads pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (2)
UUHT), ketentuan fersebut hanya mungkin terpenuhi apabila obyek Hak
Tangpungan telah ada dan telsh tertentu puia tanah itu tansh yang mana
Selanjutnya pula karena Pasal 1] ayat (1) huruf ¢ menentukan bahwa di dalam akta
pemberian Hak Tanggungan wajib dicantwmkan uraian vang jelas mengenai obyek
Hak Tanggungan, tidakish mungkin wntuk memberikan uratan yang jelas
sebagaimana yang dimaksud itu epabila obyek Hak Tanggungen behwom ada dan
belum diketahui cirl-cirinya. Kata-kata “ucalan yang jelas mengenai obyek Hak
Tanggungan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ menujukkan, bahwa obyek Hak
Tanggungan harus secara spesifik dapat ditunjukkan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan,

Sefanjutnya UUHT menetapkan isi yang sifatnya waiib untuk sahnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan. Dengan tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal
yang disebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maks mengakibaikan akta
yang bersangkutan batal demi hukum. Dalam UUHT pada Pasal 11 ayat (1)
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disebutkan hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan iu:

(13

)

3)

)
()

nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan. Apabila Hak
Tanggungannya dibebankan pula pada benda-benda yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah milik orang perscorangan atau badan hukum lain
daripada pemegang hak atas tansh, pemberi Hak Tanggungan adalak
pemegang hak atas tanah bersama-sama pemilik benda tersebut,

Domisiii pthak-pihak pernegang dan pemberi Hak Tanggungan, dan apabila
di antara mescka ada yang berdoumisili di luar Indonesia, baginya harus pula
dicantumkan suatu domisili piliban di Indonesia, dan dalam hal domisili
pilihan ity tidak dicantumkan, kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tempat
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili
yang dipilih;

Penunjukkan secara jelas utang atau viang-utang yang dijaniin pelunasannya
gengan hak Tanggungan dan meliputi juga nama dan identitas debitor yang
bersangkutan;

Nilai tanggungan ; dan

Uraian vang jelzs mengenai obyek Hak Tanggungan, yakni meliputi rincian
mengenai sertifikat hak atas tanah vang bersangkutan atau bagi tanah vang
belum terdafiar sckurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemiliken,
letak, batas-batas dan {uas tanahnya,

e. Prinsip Publisitas

Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan, Hal

ini ditentukan dalam Pasal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT itu, pemberian Hak
Tanggungan wajib didafiarkan pads Kantor Pertanahan. Pendaflaran pemberian
Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untok lahirnya Hek Tanggungan
terschut dan mengikainya Hak Tanggungan terhadap pihak ketipa (Penjelasan
Pasal 13 ayat {1) ULHT).

Akan menjadi tidek adil bagi pibak ketiga untuk terkait dengan pembebanan

suatn Hak Tanggungan atas suatu obyek Hak Tangeungan apabils pihak ketiga
tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan Hak Tanggungan itu.
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Hanya dengan caras pencatatan atas pendaflaran yang terbuka bagi umum yang
metmungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan Hak
Tanggungan atas suatu hak atas tanah. Untuk mencapai tujuan kepastian hukum,
maka dalam UUPA berlake prinsip pendafiaran semua hak-hak atas tanab, Untuk
itu di kantor perianshan setermpat disediakan buku tanah yang mencatat tanah-
tanah yang didaftar. Karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat
besar, maka pelaksanasnnya dilakukan dengan cara bertahap. Selanjutnya
dilakukan tata usaha pendafiaran tanah, sehingga perkembangan dari tanah-taneh
vang sudah didaflar akan dipantau ferus dalam buku tansh yang bersangkutan.
Setiap perubahan yang penting mengenai fanab yang bersangkutan akan dicatat
dalam buku tanah, maka dengan melihat buku tanah, diharapkan orang dapat tahu
riwayat tansh yang bersangkutan. Selanjutnya perluy dikemukakan, bahwa
pendaftaran (anah menurut UUPA menganut asas publisitas dan spesialitas.™

Pendafiaran sebagaimoana yang dimaksud dalam Pasal 13 UUHT
menegaskan pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kanfor
Pertanahan, Oleh katena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan pads
Kantor Pertanahan merepakan syarat mutiak untuk adanya Hak Tanggungan yang
memberi kedudukan yang dictamakan bagi kreditor tadi, maka ditentukan pula
bahwa Akita Pemberian Hak Tanggungan pemcgang Hek Tanggunpsn dan
sekaligus mengikainya Hak Tanggungan tersebut terhadap pihek ketiga. Untuk
memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor tadi,
maka ditentukan pula bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
berserta warkah yang lain yang diperiukan bagi pendaflarannya wajib dikirimkan
oleh pejabat Pembuoat Akta Tanah kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kera setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggunganaya.

Dalarn hal ada Iebih dari satu Hak Tanggungan vang didafiarkan pada bard
yang sama, maka tingkat Hak Tanggungan ditentukan oleh tanggal pemberian Hak
Tanggungan, yang mempunyal tanggal iebih muda didahulukan pendaBarannya
daripada yang lebih tua tanggainya (Pasal § ayat {3) UUHT). Dengan demilkian
pemberian  tingkat-tingkatan Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan saat
pendafiarannya, merupakan konsuekuensinya logis daripada sifat Hak Tanggungan

1. Satrio, Hukum Jaminan, Hek Jaminan, Haok Tanggungan, Buks §, {Bandung: Citra Aditya

Bakti, , 2002), hal. 43.
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Kebendaan, yang mengatakan bshwa kebendaan yang [ahir lebih  dahulu
mempunyai kedudukan yang lebib tinggi daripada yang lahir kemmdian™, olch
sehab itu fungsi pendaftaran Hak Tanggunaan sebagat berikut

I. untuk membuktikan saat lshirnya dan menpikatnuya Hek Tanggungan
terhadap para pihiak.

2. untuk menciptakan alat bukti adanya hak bagi yang berhak/berwenang, bahwa
tanah tersebut telah dibebankan dengan hak Tangoungan.

3. Hak Tanggungan yang lghir lebih dahuly merupakan kedudukan yang lebih
tinggi daripada yang lahir Kemudian,

4. untuk menciptakan kepastian hukum bagi kreditor bahwa manakala debitor
cidera janji, maka kreditor mendapatkan hak preferen schingga mendshulul
dari kreditor-kreditor yang lain.

5. untuk menciptakan perlindengan hukum bagi kreditor terrhadap pangguan
pihak ketiga; dan

6. apabila Akta Pembebanan Hak Tanggunagan itu didaftarkan dalam register
umum, maka janji yang terrdapat dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan
mempunyai days berlaku kebendaan dan juga berkekuatan terhadap seorang
pemegang/pemiiik ban,

Mglihat fungsi  pendaftaran Hak Tenggungan fersebut di  atas
melambangkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan mendapatkan
perlindungan serta kepastian hukum bahwa tansh yeng dijaminkan oleh pemberi
jaminan kepada pemegang jaminan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak
dan pibak ketiga, serta merupakan alat bukti bagi pemegang hak bahwa tansh yang
iclah dibebankan dengan Hak Tangungan mempunyai kedudukan lebih tinpgi
daripada yaug lahir kemudian. Sehingga pemegang Hak Tangpungan dijamin dan
terjamin oleh Hukum. Mengingat UUHT merupakan peraturan vang mengatur
tentang jaminan kebendsan khususoys jeminan atas itanab, yang di dalamnya
terkandung prinsip-prinsip hukum jaminan, yang adalah: prinsip absolut/mutiak,
prinsip droit de swif, prinsip droit de preference, prinsip prioritas, dan prinsip
publisitas, maka secara yuridis UUHT dapat memberikan kepastian hukum bagi
kreditor pemegang Hak Tanggungan.

0 3. Sutrie, Op.Cit, hal 204.
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C. PROSEDUR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN

Proscs pembebanan Hak Tanggungan terdiri atas dua tahap, yaiw tahap
pemberian Hak Tanggungan dan Tahap pendafiaran Hak Tanggungan. Namun dalam
penelitian ini selain akan membakas mengenai tehap pemberian Hak Tanggungan dan
tahap pendaftaran Hak Tanggungan akan dibahas juga mengenal prosedur pencoretan
Hak Tanggungan.

Pasal 17 UUHT menentukan bahwa bentuk dan isi Akta Pemberian Hak
Tanggungan, bentuk, dan isi buku tanah Hak Tanggungan dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan tata cara pemiberian dan pendaftaren Hak Tanggugan ditetapkan dan
diselengparnkan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 UUPA, Oleh karena itu untuk lebih jelasnya maka dalam penelitian ini akan
dibahas satu persata mulai dari tshap pemberian Hak Tanggungan, tahap pendaftaran
Hak Tanggungan, hingga tahep pencoretan Hak Tanggungan.

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan

Untuk sahnya pembebanan Hak Tanggungan harus dipenubi figa syarat, yaitu:®

a. Pemberian Hak Tanggungan harus dibuktiken dengan akta ofentik, yang
sekarang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan olsh PPAT {sebagsimana diatur dalam Pasal 10 ayat
{(Z2JUUHT),

b. Syarat spesialitas, artinys harus disebutkan jumlah pinjamannya secara
pasti (pinjaman pokok ditambah bunganys) dan  disecbutkan pula
penunjukan tanah ssbagai jaminan hutang (keterangan yuridis dan fisik
tanah yang bersangkutan secam rinci){ sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (1) UUHT);

“ Arie S. Hulapalung, Serba Ancka Masalah TFanah Dalam Kegivtan Ekonomi {Suatu
Kumpulan Karangarg, Cel.), (Jokarta: Badan Penerbit Fakaftax Hukwn Universites Indonesia, 1999),
hal. 220

Universitas indonesia

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH Ul, 2009



24

¢. Syarat publisitas, artinya setiap pemberian Hak Tanggungan harus
didafiarkan di Kantor Pertanahan agar pilek.pibak yang berkepentingan
dapat mengetahul. (sebagaimana diatur dalam Pasal {3 ayat (1) UUHT).

Tahap pemberian Hak Tunggungan didabului dengan janji akan memberikan
Hak Tanggungan sebagai jJaminan pelunasan kredit yang diperjanjikan. Janji tersebut
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang. Perjanjian
tersebut dengan sendirinya harus tertulis, dapat berupa akta dibawah tangan namun
bisa juga berbentuk otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi
perjaniian yang bersangkutan.

Kemudian menurut Pasal 10 ayat {2) UUHT setelah perjanjian pokok diadakan,
pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang dibuat oleb PPAT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlaka

Menurut pasal 10 ayat (3) UUHT, tata cara pemberian Hak Tanggungan atas
objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah vang berasal dari konversi hak lama
yang telah memenuhi syarat eatuk didaftarkan tetapi pendafiarannya belum
dilakukan, maka pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan
permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Dari penjelasan Pasal 10
ayat (3) UUHT yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan ates tanah
yang menurut hukum adat telsh ada tetapi proses administrasi dalam konversinya
belum selesai ditaksanakan,

Adapun berdasar UUHT hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:™

. Nama dan dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;

2. Domisili pihak-pihak pemegang das pemberi Hak Tanggungan dan apabila
diantara mereka ada yang berdomisili di Tuar Indonesia, baginya harus pula
dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili
pilihan itw tidak dicantumkan, kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tempat
pembtiaian Akta Pemberfan Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili
yang dipilih;

2 Indonssia, 0p.Cir. Pu. 1 asat (1),
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3. Penunivkan scoara jelas utang atan ulang-utang yang dijamin pelunasannya
dengan Hak Tangpungan dan meliputi juga nama dan identitas debitor yang
bersangkutan,

4. Nilai tanggungan;

Uraian yang jelas mengenat obyck Hak Tanggungan, yakat meliputi rincian
mengenai sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang
belum terdaflar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan,
fetak, batas-batas, dan luas tanahnya.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUHT tersebut memberikan asas spesialitas kepada

Hak Tanggungan, baik mengenal subyek, obyek, maupun uitang yang dijamin,
Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT mengemukakan bawa ketenfuan ini menetapkan
isi yang sifatnys wajib uniuk sahnya Akiz Pemberian Hak Tanggungan. Tidak
dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungsn mengakibatkan akia vang bersangkutan batal demi
hukun,

Dalam rangks pembebanan Huk Tanggungan dimuat janji-janji yeng sifatnya
fakuliatif dae akan mengikat pihak ketige setelah Hek Tanggungan lahir, Jika
diperjanjikan, akan dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Ianji-janji yang
dicantumkan dalam Akta Pemberian Flak Tanggungan adalah sebagai berikut:®

a. Janji membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan
obyek Hak Tangpungan dan/atay menentukan atan mengubah jangka waktu
sewa danfatav menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persctnjuan
terfulis lebih dahuin dari pemegang Hak Tanggungan;

b. janji vang membatasi kewenangan pemberd Hak Tanggungan uwntuk
mengubah bentuk atau fats susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan
persetuinan tertulis lebih dahuly dari pemegang Hak Tanggungan;

o janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdesarkan penetapan Kehm
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak
Tanggungan apabila debitor sunggeh-sungguh cidera janji;

d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggunigan
wmiuk menvelamatkan obvek Hak Tangeungan, jika hal ity diperlukan untuk

2 thid, Pasal 11 ayal (2}
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pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjsdi hapusnya atau
dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuhi atau dilanggamya ketentuan undang-undang;

¢ jenii bahwa pemegang Hak Tanggungen pertams mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungsn apabila debitor
gidera janji;

f. jenji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek
Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tangguogen;

g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
obyek Hak Tanggungan fanpa persetujuan tertulis lebih dabwlu dari
pemegang Hak Tanggungan;

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempercleh seluruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunssan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan
W,

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari vang asuransi yang diterima peroberi Hak Tenggungan untuk
pelunasan pivtangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;

J. janji bazhwa pemberi Hak Tangpgungan skan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

k. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Dengan diberikannya Hak Tanggungan dihadapan PPAT baru dipenuhi syarat
spesialitas dalam pembebanan Hak Tanggungan, oleh sebab itu Hak Tanggungan
yang bersangkutan belum lahir dan kreditor belum memperoleh kedudukan istimewa.

Untuk Iahirnya Hak Tanggungan tersebut masih barus dipenuhi syarat publisitas, vaitu
pendaflarannyz oleh Kepala Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 13 UUHT
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dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1996 serta Surat
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPM tanggal 26 Juni 1996 Nomor 630.1-1826.%

Pemberian Hak Tanggungan menurut Pasal 13 avat (13 UUHT waiib didaftarkan
pada Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUHT dijelaskan cara
pendaflaran Hak Tanggunpan. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sehagai
berikut:*

i. Setelah penandatangan APHT yang dibuat oleh PPAT dilakvkan oleh para
pihak, PPAT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang
diperivkan oleh Kantor Pertanahan, Pengiriman tersebut waiib dilakukan
oelh PPAT vang bersangkutan selambai-lambatnya 7(tujuh) hari kera
setelah penandatanganan APHT tersebut;

2. Pendaftaran Hak Tanggunpan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan
membuatkan buku tanah Hak Tangpungan dan mencatatnya dalam buku
tanah hzk atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serts menyalin
catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah vang bersangkutan;

3. Tenggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tangpal bari ketujuh seiclah
penerimapn secars lanpgkap suratsurat vang diperiukan bagi pendaftarannya
dan }ika hari ketujuh itu jstuh pada hard libur, buku tanah yang bersangkutan
diberi tanggal hari kerja berikutnva,

Dari hal tersebut diketahui lahirnya Hak Tanggungan vaitu pada saat dibuatkan
buku Hak Tanggungan dan mencantumkan tanggal pembuatannya pada Buka Tanah
Hak Tanggungan dalam tujoh hari keda, salinan APHT yang dijilid menjadi satu
dokumen yang disebut Sertipikat Hak Tanggungan. Seriipikat Hak Tanggungan
memptnyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putegan pengadilan yang telah
mernpunyai kekvatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik
sepanjang miengenai bak atas tangh. Oleh sebab itu Sertipikat Hak Tanggungan
memuat rab-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagat
titel eksekutorial’®

“ Boedi Harsono, Op. Cit. ki, 404.
** Siakdeind, Op.Cis, hal, 144-145.

¥ Lihat Indoaesia, Op.Cit, pasal 14 dan penjelasan,
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D. PERALIHAN HAK TANGGUNGAN

Sebaganimana distur pada Pasal 16 UUHT, Hak Tanggungan berslih apabila
piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga. Peralihan
piutang itu dapat terjadi  karena cessie, subrogasi, pewarisan, atan sebab-sebab lain,
Dengan kata lain Hak Tanggungan tkut beralih karena hukum kepada kreditor yang
baru apabila piutang yang dijain dengan Hak Tanggungan itu beralih kepada kreditor
vang baru. Yang dimaksud dengan cessie adalah perbuatan hukum mengalibkan
piutang oleh kereditor-kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain.
Sedangkan subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi
utang debitor.”

Menurut penjelasan Pasal 16 syat {1} UUHT, yang dimaksud dengan “sebab-
sebab lain” pada Pasal 16 ayat (1) itu adalah hal-hal lain selain cessie, subrogasi, dan
warisan, Dalan penjelasan tersebut diberikan beberapa contoh, yaitu misalnya dalam
hal tefadi pengambiiaithan perusahasn atau penggabungan perusahaan sehingga
menyebabkan beralihnya pitang dari perusahaan semula kepada perusahaan lain,

Sesuail demgan asos publisitas dari Hak Tanggungan, beralibnva Hak
Tanggungan wajib didaflarken olch kreditor yang bary kepada kentor pertanzhan
sebagaimana diater pada pasal 16 ayat (2) UUHT. Berlaihnya Hak Tanggungan
tersebut mulai berlaky bagi pihak ketiga pada tanggal pencatatannnys,

Pendafiaran beralthnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan
dengan mencalatnya pada buku tansh hak atas tanah yang menjadi obick Hka
Tanggungan serta menyalin  catatan tersebut pada  sertipikat-sertipikat Hek
Tenggungan dan sertipikat hak atas tamab yang bersangkutan. Tanggal pencatatan
pada buku tanah sebagaimana dimaksud daiatas adalah tangpal hart ketujuh setelah
diterimannya secarz lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendafaran beralihnya
Hak Tanggungan. Jika hari ketujuh jatuh pada heri libur, catatan ita diberi tanggal hari
kerja berikutniya,

7 Siahdeini, Op.Cit, 1ab. 128
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k. PENGHAPUSAN DAN PENCORETAN HAK TANGGUNGAN

Sehab-sehab yang menghapuskan Hak Tanggungan diatur pada Pasal 18 ayat
(1y UUHT. Menurut pasal tersebut Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai
berikut:

{a) hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tangpungan;

(b) dilepaskannyaHak Tangggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

(¢} pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua

Pengadilan Negeri,

{<) hapusnya hak atas tangh yang dibebani Hak Tanggungan.
Dari ketentuar: distas maka dapat diketahui bahwa Hak Tanggungan dapat sengaju
dihapuskan dan dapat pula hapus karena hokum. Hak Tanggungan dapat dihapuskan
karena dilepaskannya Hek Tanpgungan oleh pemegang Hak Tanggungan atau karena
dilakukan pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua
Pengadilan Negeri. Sedangkan Hak Tanggungan dapat hapus karena hukum karena
hapusnya utang vang dijamin dengan Hak Tanggungen don karena hapusnya hak atas
tanah yang dibebani Hak Tangpungan.

Ksreps Hak Tanggungan merupakan jaminan utang yang pembebansnnnya
adalah untuk kepentingan kredifor {pemegang hak tanggunpan, maka logis apabila
Hak Tanggungen dapat dihapuskan oleh kreditor sendiri, Sedangkan pemberi Hak
Tanggungan tidak mungkin dapat membebaskan Hak Tanggungan itu,

Sesuni denpan sifat Hak Tanggungan yang  occcessoir, adanya Hak
Tanggungan berganatung kepada adanya piutang vang dilamin pelunasannya denga
Hak Tanggungan itu. Qleh karena ihe apabila piutang itu hapus karena pelunasan atay
karena sebab-sebab lainaya, dengan sendirinva Hak Tanggungan yang bersanghkutan
menjadi hapus juga.

Hapusnya Hsk Tanggungar karena pembersiban Hak Tenggungan
berdasarkan penetapan peringkat ofeh Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan
ketentuan Pasal 19 ayat {1} UUHT. Pembeli objek Hak Tanggungan, baik dalam suatu
pelelangan umum atag perintah Ketus Pengadilan Negeri maupun dalam jual beli
sukarela, dapat meminta kepada pernegang Hak Tanggungan ager benda yang
dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang melebibi harga
pembelian.
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Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa Hak Tanggungan dapat dengan
sengaje dihapuskan, baik atas kehendsk daripemegang Hak Tanggungan sendiri
maupun kargna pembersihan berdasarakan penctapan Ketus Pengadilan Negeri
Hapusoya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan
pemberian pernyataan fertulis mengenal silepaskannya Hak Tanggungan tersehut oleh
pemegang Hak Tanggungen kepada pemberi Hak Tanggungan. Hal ini schgaimana
diatur pada Pasal 18 ayat 2) UUHT. Nemun tidak ada pecielasan lebibh Janjut
mengenai proses apa yang harus ditakukan setela pemberi Hak Tangguagan menerima
pemytaan tertulis tersebut,

Hapusnya Hak Tanggungan karens pembersihan Hak Tanpgungan
berdusarkan penctapan peringkat oleh Ketua Penpadilan Negeri terjadi dengan
digjukannya permohonan oleh pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan
tersebut agar hak atas tanab vyang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak
Tanggungan tersebut.

Mengingat Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan, vaitu hak yang dapat
dituntut oleh pemegangnya darl pihak ketiga yang menguasal atau memifiki ohjek
Hek Tanggungan itu, oleh sebab itu apabile objek Hak Tanggungan itu kemudian
dialibkan oleh pemberi Hak Tangggungan semula maka hapusnya Hak Tanggungan
ity harus puls ditiadakan dari pencatatannya di buku tanah hak atas tanah yang
menjadi objek Hak Tanggunpan itu, Apabila fidak maka pihak ketiga tidak akan
pemnah tahu bahwa Hak Tanggungan itu felah hapus sehingga tidak lagi mengikat bagi
pihok ketiga.*®

Terkait hal tersebut diatas maka menurut Pasal 22 ayag (1) UUHT, setelah Hak
Tanggungan hapus sebagaimans dimaksud dalam Pasal 18 UJUHT, Kantor Pertanahan
mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tapah dan
sertipikatnya. Permohonan pencorztan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat {1}
UUHT ity, oleh Pasal 22 ayat (4) UUHT ditentukan barus diajukan oleh pithak vang
berkepentingan dengan melampirkan sertipikat Hak Tanggungan vang telah diberi
catatan olch kreditor bahwa Hak Tanggungan hapus karena piutang yang dijamin
pelunasannya dengan Hak Tanggungan ite sudah lunas,

Kemudian pada Pasal 22 ayat (4) selanjutnya juga mengatur bahwa apabila
Karena suaty hal sertipikat Hak Tanpgungan itu tidak mungkin diberi catatan oleh

“ Sjahdeirs, Cp Cir, hol, 148,
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kreditor sebagaimana dimaksud diatas, maka catatan pada Sertipikat Hak Tanggungan
itu dapat diganti dengan pemyatasn tertulls dari kreditor bahwa Hak Tanggungan
telah dibapus kerena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan ita
telah lupas. Apabila hapusnya Hak Tanggungan ity karena kreditor melepaskan Hak
Tangpungan yang bersangkutan, pihak yang berkepentingan harus mengusaiukan
pernyataan tertulis dari kreditor mengenai hapusnys Hak Tunggungan itw karenz
kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan.®

Namun apabila kreditor tidak bersedia memberikan pemyatasn sebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) UUHT maka berdasar Pasat 22 ayat (3} UUHT maka
pihak yang berkepentingan dapat meminta turat campumya pengadilan dengan cara
mengajukan permohonan perintah pencorgian fersebut kepada Kefua Pengadiien
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan
didaftar. Sedangkan apabila permchonan perintah pencoretan timbul dari sengkeia
yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain maka berdasar pada Pasal 22 ayat
(6) UUHT permohonan tersebut harus diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
dengan melampirkan salinan penctapan atau putosan Pengadilan Negeri yang
bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (7) UUHT

Setelah hal-hal terschut distas maka kerikuinya berdassr Pasal 22 ayat (8)
UUHT jalah permohonan penicoretan Hek Tanggungan yang diajukan oleh pihak yang
berkepentingan. Kantor Pertanshan dalam waktu 7 (tujub) hari kerje aterhitung sejak
diterimanya permohonan  tersebut  harus meiakukan pencoretan  catatan Hak
Tanggungan tersebut menurut tatacara yabg ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan,”’

Apabila Hak Tanggungan dibcbankan pada beberapa hak atas tanah maka
menurnt Pasal 2 ayat (2) UUHT dapat diperianiikan dalam skta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan bahwa pelunasan viang vang dijarin dapat dilakukan
dengan cara angsuran yang besamya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah
yang merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan dari Hak

0 Lihat Indonesia, Op.Cit, pasal 22 ayst {4)
1 ihat: Jbid, pasal 22 ayat (S}, (6), dan (T}

3! Lihet: 154, pasal 22 ayat (8)
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Tanggungan tersebut sehingga kemudian Hak Tanggungan ite hanya membebani sisa
objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang vang belum dilunast,™

Dalam hai pelunasan butang dilakukan dengan cara angsuran schagaimana
dimaksud dalam Pesal 2 ayat (2) ULHT, maka menurut ketentoan Pasal 22 ayat (9)
UUHT hapusnya Hak Tanggungan pada bagian objek Hak Tanggungen yang
hersangkutan dicatat oleh Kantor Pertanahan pada buku tanah dan sertipikat Hak
Tanggungan seria pad buku tanah dan sertipikat hak atas tansh yang telah bebas dari
Hak Tanggungan vang semula membebaninya.™

Nemun Pasal 22 avat (9) UUHMT tidak menentukan batas waktn pelaksansan
penctatan tersebut diatas oleh Kantor Pertanghan sehagaimana ditentukan pada Pasal
22 zyat (B) UUHT. Hal int memberikan ketidak pastian kepada pemohon mengenal
kapan pelaksanaan pencatatan iu akan terlaksana ™

F. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Hazk Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang vang diberikan pemegang
Hak Tanggungan pada debitor. Apabila debitor cidera janii, tanah (hak atss tanah)
yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemepang Hak
Tanggungan tanpa persetuiuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak
Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut.™

Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur ¢air), UUHT
mengharuskan agar penjuslzn itu dilakukan melalui pelelangan wmum menurut tata
cara yang ditentukan dalam perundang-undangan vang berlaku. Hal ini datur pada
Pasal 20 ayat (1) UUHT,

Bahwa Pasal 6 UUHT memberikan kewenangan kepsda pemegang hak
Tanggungan periama uniuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
melatui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnys dari hasil penjualan
tersebut, apabila debitor cidera janji. Pemegang Hak Tangpungan pertama tidak perle
meminta persetujuan terlebth dahulu dari pemberi Hak Tanggungan dan tidak perin

% Lihat; #id, pasal 22 ayat (2)
*F Linot: bid, pasal 22 ayat (9)
 Sjahdeini, Up. Cit, hul hal. 151

* Ibid, hal. 164
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meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri selempat untuk melakukan eksekusi
tersebut. Cukuplah apabila pemegang Hak Tangpungan pertama ity mengajukan
permnchonan kepada Kepala Kartor Lelang Negara setempat unfuk pelaksanaan
pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut. Karena
kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama ihs merupakan Kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang (kewenangan terssbut dipunysi demi hukum), Kepala
Kantor Lelang Negara harus mepghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.

Selain diatur mengensi cksekusi Hak tangpungan melafui pelelangan wmum,
UUHT juga mengatur perihal penjualan di bawah tangan atas objek Hak Tanggungan.
Dengan adanyn kesepakaian antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangaw, jika dengan
cara ity akan dapat diperoleh harga fertinggi yeng menguntungkan semun pihak.
Karena penjualan dibawsh tangan dari obyek Hak Tanggungan hanya dapat
dilaksanakan bile ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
bank tidak mungkin melakukan penjuaian dihawah taegan terbadap obyek Hak
Tanggungan stan agunan kredit itu apabila debitor tidak menyelujuinys. Apabile
kredit sudabe menjadi macel, sering bank menghadapi kesulitan untuk dapat
memperoleh persctuivan dan nasabah debitor.

Dalam keadaan-keadaan tertentu justru memirut pertimbangan bank lebih baik
agunan itu dijual dibawah tangan daripada dijuel di pelelengan umum. Bank sendiri
berkepentingan agar hessil penjualan agunan tersebu? cukup jumlahnya wntuk
membayar seluruh jumish kredit yang terutang, Kesulitan untuk memperolerh
perseiujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nagabah debitor yang tidak
lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh bank, atau teiah tidak diketahui legi
dimana keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit diberikan tidak mengalami
kesulitan yang demikian, bank pada wakiu kredit diberikan mensyaratkan agar i
dalam perjanjian kredit diperjanjtkan bahwa bank diberi kewenangan untuk dapat
menjual sendiri agunan tersebut secara dibawah tangan atau meminta kepada debitor
untuk memberikan surat kuasa khusus yang memberikan kekuasaan kepada bank
untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara dibawah tangan.

Masib ada masalah yang perlu dipecahkan mengenai keabsahan petjuslan
obyek Hak Tanggungan oleh bank, berdssarkan sumat kuasa untuk menjual dibawah
tangan dari pemberi Hak Tanggungan, Permasalahan tersebut timbul apabila ternyata
penjualan it tefjadi dengan harpa yang jauh dibawah hargas wajar, pemberi Hak
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Tanggungan dan debitor itu sendirt (dalam hal debitor bukan pemilik Hak
Tangpungan} scpatutnya dapat mengajukan gugstan terhadap bank. Gugatan i
sendirl buken diajukan torhadap peleksanaan penjuslannya, tapi terbadap harga
penjualan yang dinilai tidak wajar. Dasar yang dapat diajukan oleh penggugat adalah
bahwa bank telah melakukan perbuatan melewan hukum atau bertentangan dengan
kepafulan atau bertentangan dengan keadilan atsu bertentangan dengan asas itikad
baik. Namun sewajamya sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, hank tidek
menentukan sendiri harga jual atas barang-barang sgunan dalam rangka penyelesaian
kredit macet nasabah debitur. Karena pada umumnyz penaksiran hargs dilakukan oleh
suaty peruszhaan penilai {appraisal company) yang independen dan mempunyai
reputnsi baik.

Merujuk pada Pasal 20 ayat (3} UUHT, pelaksanasn penjuaian di bawab
tangan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan seteloh lewat waktu 1
{satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atsu pemegang hak
Tanggungan kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan di umumksn sedikit-
dikitnye dalam 2 (dua) surat kebar vang beredar di dasrah bersangkutan dan/atay
media massa selempat, serta tidak adz pihak yang menyetakan keberatan. Xetentuan
ini menurut penjelasan pasal 20 ayat {(3) UUHT tersebut dimaksudkan untok
melindungi pihak ~ pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan
kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan.

Apabila pemberi Hak Tanggungen atau debitor {dalam hal debitor bukan
pemilik objek Hak Tanggungan) ingin menghindari penjualan uman: {pelelangan) atas
objek Hak Tanggungan itu, hal itu hanya dapat di lakukan apabila pemberi hak
tanggungan atau debitor melakukan pelunasan utang yang di jamin denpan Hak
Tanggungan Htu beserta biaya-binys sksekusi yan feleh dikeluarkan. Pelunasan ifa
masih tetap dapat di iakukan sampai saat pengumuman untuk lefang dikeluarkan,
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BAB I
ANALISIS YURIDIS PARATE EKSEKUSI DAN HARTA BERSAMA

A. PARATE EKSKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG ROMOR 4 TAHUN
1996

{. Pengertian Parate Eksekusi

Sebefulnya istilah Parate Executie (Parate Eksekusi) secare implisit tidak
pernah @rtuang dalam peraturan perundang-undangan, Istilah Parate Eksekusi
sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebefumnya, secara etimologis berasal
darai kata “parasf” artinya Siep ditangan.®, sehingga Parate Eksekusi dikatakan
sebugui sarana eksekusi yang siap di tangan, Menurut kamus hukum, Parate Eksekusi
mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melalui proses {pengadilan atay
hakimy”.

Arti parate eksekusi yang diberikan oleh dokirin, “kewenangan untuk menjual
atas kekuasasn sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa — kalau debitur
veanprestasi -~ kreditur dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus
mintz flat dari Ketue Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum
Acara — untuk itu ada aturan mainnya sendiri - tidak perlu adz sita lebih dahuly, tidak
periu melibatkan juru sita dan karcnanya progedurnya lebih mudab dan biaya lebil
muczh, *8

Sedangkan menumnit pendapat Pitlo, Parate Eksekusi adalah:

“een verloop huiten het terrein van rechisvordering biff en word: geen
belaggelegd, er komt geen deurwaarder te pas, het geheel word: afgewikkeld
aslsverkacht men zifn eigen gogoed in het open baar. (suatu penjualan yang
berada di fuar wilayah hulowm acora dan tidak perlu ada penyitaan, tidak

* 1 Satrio. Hukum Junsinan, Hak Jaminan Kebendaarn, Hak Tanggungan Buku 2, (Bandungs
Citre Aditya, 1998}, hal 276, (selanjutnys disebut *J, Satrio i)

# Kamus Hulum Edisi fengkap, Buhssa Belanda-Indonesia-Inggris, (Somarang: Aaeka,

19773, bhel. 655, sebageimana dilanip dari Herowetl Poesoko, Parate Fxecutie Ohyek Hak
Fanggungan, Cet. 2, (Yogyakerts: Laksbang Prossindo, 26083, bal, 241,

* 3. Bawrio |, Dp.C, hal. 61
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melibatkan jury sita, kesemuariya dz‘faigmm&aﬁ seperti orang yung menjucd
barangnya sendivi di depan umnam )" ’

Adapun Subekti berpendapat, Parate Eksekusi adalah menjalankan sendini atau
mengambil sendiri ape vang menjadi hakeya, dalam arti tanpa perantaraan hakim,
yang ditujukan atas sesuaty barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendin barang
tersebut.  Parate Eksekusi adaleh eksekusi yang dlaksanakan sendiri oleh pemegang
hak faminan (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan atau campur tangan dari
Pengadilan MNegeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara
saja®! Atau dengan perkataan lain, Parate Eksekusi dilaksznakan tanpa meminta fiat
eksekust atau ijin dari Pengadilan Negeri.

Dalam UUHT istiles Parate Fksekusi secara implisit diatur dalam UUHT,
khususnya pada Penjelasan Umum angka 9 UUHTsebagai berikut:

“Salak sotu ciri Hak Tunggungan yeng kuat adalah mudeh dan pasii dedam
pelaksanam: cksekusirpa, jika debiter cidera janji. Wolaupun secara nmum
ketentyon tentony eksekusi telah diatur dolam Hukum Acara Perdate yong
berlaku, dipandaong perlu wiuk memasukkon secara khusus keleniuan terang
eksekusi Hak Tonggungan dolam sndangeundong il yaitu yang mengaiur
lembaga Porate Executie sebagaimana dimaksud delam Pasal 224 Reglement
Indonesia yang deperbsharui {Het Herziene Inlands Reglement) dan Pasal
238 Reglement Acara Fukwn Untuk Doerah Luar jawa den Moedura
{Reglement tor Regeling van het Rechiswezen in de Gewesten Buiten jova en
Madura)...”

Dari penjelasan umum tersebut di atas maka dapat disimpulkan meskipun pada
dasarnya eksekusi secars unnum telah diatur oleh Hukum Acars Perdata, namusn untuk
membuktikan salzh satu ¢iri Hak Tangpungan terletak pada pelaksansan eksekusinya
yang mudeh dan pasti maka kelentuan tentang lembaga Parate Eksckusi dimasukkan
dalam LUHT.

% Pitic, Het Zakenrecht Naar #Het Nederlands Burgearliik Wetboek, (Haartomn: Ticenk Willink
& Zoan, 1949} hal 498, sehagaimans dikutip dari Herowad Poesoko, Up. Cit, hal, 242,

* Subekti. Pelaksanaan Perikatan. Eksekusi Riil Dan Ugng Paksa Dalan: Penemuan Hukum

Dan Pemecainom Mosaloh Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARL(Jakarig: 19993, hal.
#9.

¢ Tartib, “Catstan Tentang Parate Executic”, Majséak Variy Peradilan, {Th. X1, No, 124,
Janunri 19963, hal. 149136,
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2. Pengaturan Parate Eksekusi Dalam UUHT

Adapun pengaturan mengenai Parate Eksckusi dalam UUMT diatur dalam Pasal 20
ayat (1) jurcre Pasal 6 UUHT vang menyebutkan sebagai berikut:

Vide Pagal 20 ayat {1) UUHT

“(1)  Apabila debiror cidera jomji, maka berdasarkan:

a hak pemegang Hok Tanggungan pertama uriuk menjual obyek Hak
Temggungan sebagaimona dimaksud dalam Pasdl 6, atou

b, titel eksekutorial yang terdepat dalam sertifivat Hak Tonggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2}, obyek Hak
Tanggungan difuc] melolui pelelangan umum menurul iofe cara
yang diteninkan dolam peraluran perundang-wdangan untuk
pelunasan  piuiang pemegang Hok Tanggungon dengan hak
mendahulu daripade kreditor-kreditor lainmya.”

¥ide Pasal ur

“ Apobila Debitor cidera janji, pemegony Hak Tanggungan pertoma
mempunyai hak uniuk menjual obyek Hok Temggungan alas kekuascan
sendiri melalui pelelangon umum serta mengambil pelunasan plutangrya
dari hasil penjualon tersebut ®

Dari pasal tersebut diatas maka dapst disimpulkan uasur-unsurnya sebagai berikut:
1) Debitor cidera janji {wanprestasi);

2} Kreditor Pemegang Hak Tangpungan pertama diberi hak;

3) Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendicd;

43 Svarat penjvalan melalui pelelangan umum;

5} Hak kreditor mengambil pehanasan pintangnya dari hasil penjualan;

6) Hak kreditor mengambi! pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

Dari unsur-unsur yang tersebut diatas maka menunjukkan ada 2 {dua) hal
penting manakala debitor wanprestasi, vaitu peraliban hak dan pelaksanasn hak bagi

kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama. Dalam Pasal 6 UUHT, hak kreditor
dalam hal debitor cidera janji, untuk meajual obyek Hak Tanggungan melalui lelang,
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sudah diberikan oleh undang-undang sendiri kepada kreditor pemegang Hak
Tanggungan yang pertam o,

Oleh karenanya dapat dipshami fujvan Pembentuk UUHT untuk membentuk
lembaga Parate Eksekusi, selain memberikan sarana bagi kreditor pemegang Hak
Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dengan cara
mudah dan murah, dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum scara, disatu
sisi Tujuan pembentukan Parate Eksekusi secara undang-undang fex lege), dengan
maksud vntuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tanpgungan pertama
dan pibak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya.’

Kemudshan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan
penjuatan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa hams
meminta fiat Ketua Pengadilas Negerl, Kemudahan tersebut terutama menunjukan
efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut mengingat kalau prosedur
eksekusi melajui formalitas hukum acara, proses yang dilalui memerlukan wakty yang
lama dan rumit prosedurnya. Parate Eksekusi lebih murah dibandingkan dengan
pelaksanaan eksekusi menggunakan tite! eksekutorial, karena tidak menanggung biays
untuk meagajukan permchonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Sebab dikhawatizkan kreditor skan engggan memberikan kredit dengan jaminan
hipotik (Hak Tanggungan), terutama kalay jumlah tagihannya tidak besar®™.

Akan diraszkan tidak adil jika eksekusi Hak Tanggungan harus melalui
pengadilan terutama tentang jumlah yang hendak ditagih dengan semua upaya, biaya
dan terutams waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kreditnya vang
macet. Maka dengan adanya Pasal 6 UUHT kreditor akan terlindungi dari perbuatan
debifor yang tak pantas, {idek layak atau bahkan tidak mempunyai itikad baik. Pasal 6
UUHT tersebut  dipersiapkan  oleh pembentuk  undang-undang scbagai tiang
penyanggah utama bagi keeditor (bank) dalam memperoleh percepatan pelunasan
piutangnya, agar piutang yang telsh kembali pada kreditor kemudian keuvangan
tersebut dapat digunakan perputaran roda perekonomian, maka tidak diragukan bahwa

). Sutrio. Hukwn Jaminan, Hak Jamiron Kebendaun, Hok Tanggungan Buke 1. (Bandung:
Citra Aditya, 2002). hal, hal. 219220, (selanjuinya disehut “Y,Satrio H™)

® Herowsti Porsoko, Op. O, hal. 247,

#* Ibid hal, 248.
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pasal 6 ULHT merupakan dasar hukum berlakunyz Parate Eksekust manakala debitor
wanprestasi, yang dipergunakan schagai sarana yang sangat baik demi peayesuaian

terhadap kebutuhan ekonomi.*

3. Kerancuan Pengaturan Tentang Parate Eksekusi Dalam UUHT
a Kerancuan Pasal 6 UUHT Dengan Penjelasannya

Berdasar UUHT pembentuk  undang-undang  memberikan  kemudahan
kepadas kreditor agar kreditor dapat mendapatkan kembali vangnya dengan jalan
vang lebih mudah dan murah, yakni dengan memberikan bak untuk menjual atas
kekuasaan sendiri atas obyek jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman
sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUHTsebagai benkut:

“Apabiflu Debitor cidera janji, pemegong Hak Tanggungorn pertoma
miespynyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggungen atas kekuasaan sendivi
melalui pelelangan umvm serta mengambil pelunasan piuiangrya dari hasil
penjualan tersebut ™

Pemahaman pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak menjual aias
kekuasaan sendinl tidak lagi memerlukan kuasa atasnya sebab pemberian parate
eksekusi oleh undang-undang bertujuan untuk memperkuat posigi dari keeditor
pemegang Hak Tanggungan dan pibak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya.

Apabila semata-mata membaca Passl 6 UUHT memberikan pemahaman
secara tegas bahwa kewenanpan menjnal atas kekuasaan sendiri diberikan kepada
pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang
dalam Akta Pembebanan Hak Tangpungan. Hal tersebut menunjukkan penyatusn
suat kewenangan yang pada awalnya lahir dari sebuat kesepakeatan {(janji} menjadi
sebuah norma yang mengikat, karena diberikan oleh undang-undang, itu merupaken
suaty perkembangan vang mengaral pada suatu kemajuan dibandingkan ketentuan
dalam Pasal 1178 ayat (2} B.W. saat berlakunya hipotik.”

“ Herowali Poesoko, Op. i, hal. 247,

% Ihid, hal. 249
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Namun apabila membaca Penjelasan Pasal 6 UUHT kemudian dikubungkan
dengan Pasal 6 UUHT akan menimbulkan kerancuan, sebab dalam Penjelasan Pasal 6
VUHT disebutkan sebagai berikut:

“Huk untuk menjual obyek Hak Tonggungan alas kekugsaan sendir
merupakan salak sotu perwyjudan dan kedudukan dintamokan yang dipunyai
oleh Pemegang Hok Tanggungan atau Pemegang Hak Tonggungan Pertamo
dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Hok Tanggungan. Hak
tersebus didasarkar pada janji vang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan
bakwa apabila debitor cidera janji, pemegong Hak Tonggungan berhak untuk
menjual obyek Hok Tanggungan melalui pelelangan wmum tanpa meweriukan
persetujuan lagi dari pemberi Hok Tanggungan dan selanjutnya mengambil
pelunasan piutongnye dari hasil penjualan itu lehin dahulu dari kreditor
kreditor vang lain, Sisa hasil penjuclan tetap menjadi hak pemberi Hak
Tanggungan.™

Berdasar Penjelasan Pasal § UUHT memberikan 2 {dus) pemahaman, yaitu:
1. Hak kreditor untuk menjos! obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendin
didasarkan pada janji apabila debitor cidesa janjl, dan
2. Hsk antuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupsakan
salah satu perwujudan dari kedudukan diutamskan yang dipunyai oleh Pemegang
Hak Tanggungan,
Terhadap hak untuk menjual atas kekuasaan sendbi, memurut Perjelasan Pasal
& UUHT didasarkan pada janji, Hal @rsebut sangatiah berbeda dengan Pasal 6 GUHT
yang memberikan hak berdasar undang-undang. Adanya perbedaan makna ferhadap
{ahimya hak kreditor untuk menjusl obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendir
menunjukkan pembentuk UUHT mempunyai sikap yang tfidak konsisten, yang
menyebabkan kebingmmgan dan kekecewaan bagi kreditor pada khususnya, sehingga
Penjelasan Pasal 6 UUHT tersebut justru kembali mementabkan harapan perbankan.”
Scbenarnya hukum hanya memberikan harapan perbankan, tetapi justru
menurjukkan riskan bilz dalam satu undang-undang (UUHT) mengatur satu obyek
yang sama yakni parate eksekusi, tetapi memberikan makna yang berbeda satu sama
lain. Perbedaan makna tersebut tercermin dalam Pasal 6 UUHT, bahwa hak menjual
atas kekuasaan sendiri diberikan oleh undang-undang tetapi penafsiran dari
pembentuk UUHT sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6, temyata hak menjual atas

5 Sutan Remy Siahdeini ,"Beboraps Permasalah Hukom Hek Jaminan”, AMajafch Hukum
Nasionei{ No. 2 Tahun 2000), kel 19-20
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kekuasaan sendirl, tidak dimaksudkan secara didapat berdasar undang-undang tetapt
atas dasar diperianjikan terlebih dzhulu. Pengaturan ini menjadi berfebihan dan akan
menimbuikan silang pendapat vang tiade henti-hentinya, bahwaz dapat dikatakan
terjadi inkonsisten dalam pengaturanaya. Hal tersebut harus segera di atasi agar
mencerminkan kepastian bagi para pihak khusesnya hak kreditor.®®

Menurut Satiipio Rahardjo hukum vang ingin menciptakan kepastian hukum
dalans  bubsngan antara orang-orang dalam masyarakat terlebih dahulu hsrus
menciptakan suatu kepastian pula di dalam tububnya sendid. Tuntutan terakhir ini
mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang

penub  konsistensi™,

Hal terscbut senada dengan M. Isnaeni, mengungkapkan
perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan
kepastian hukum seperti yang dicitaharapkaa oleh khalayak huag. Sebaliknya kalau
dalam diri aturan perundang-undangan itu tidek dislivi arus konsistensi, berarti
citranya sendiri sudah tidak pemah pasti, maka solit sekali untuk wmengharapkan
ishimya kepastian hukum dari rehim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum
sebagai salab saty sendi ulama dari aturan perundangan disamping aspek keadilan,
memiliki kaitan erat dengan soal efisicnsi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan
pelaku ekonomi yang seringkali mengpunakan jasa hekum  dalam  berbagai
transaksinya.”

Pada dasarnys susunan tata sturan yang penuh konsistensi, tidak lepas dari
hubungannya dengan sistematika peraturan-peraturan hukum yang lain, sebab hokum
merupakan suatu sistem artinya sarana yang merpakan suatu kesatuan yang utuh
yang terdiri darl bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkalt satu sama lain,
atau dengan perkaiaan lsin sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari
UNSUr-unsur yang mempunyat interaksi satu sama lain dan bekerjas sama untuk
mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks
unsur-unsur yuridis, sepertt peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum?.

** Herowati Poescke, Up.CH, hal, 251,

] " Satjipto Rahardin sebagaimana dikutip dari M. Tsneeni, “Huk Tanggungan sebagai Lembaga
faz{m;zza Dalom Kerangka Vala Hukum Indonesis™ Jurnal Hikum Ekonomi (Bdisi V, Agustus 1996),
lai.

7 M. Tsnaeni, ¥Hak Tanggungan schagai Lembaga Jamisan Datam Kerangks Tata Hukum
Indonesia”, Jurnal Hukum Ekosomi (Bdisi V, Agustus 1996), hal. 34,
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Rerpijak pada butir ke-149 juncto butic ke-159 Lampiran Undang-Undang No, 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai
berikut:

~149. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembeniuk Peraturan
perurndkimg-undangan atas norma terteniu daltom batang tubub, Olek
karena itu, pergelasan honya memuat uraian atau jobaran lebik lanjut
dari morma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikion,
penjelasan sehagal saranu wntuk memperjelas norma  dalam batang
rubuh tidak boleh mengokibatkan serjadinya ketidak jelavan norma.

158, Dalam menyusun penjelasem Pasal demi Pasal harus diperkatikon agar
rmsannya;
a.tidek bertentangan dergan materi pokok yung diatur dolam baleng
tubuh”

Maka dikaitkan dengan Penjelssan Pasal 8 UUHT, maka Peniclasan dari Pasal
6 UUHT tidak dapat dijadikan sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang
tubuh yang adalah Pasal 6 UUKT. Penjelasan suatu norma tidak boleh bertentangan
dengan isi (substansi) normanya, dan Penjelasan dari norma torsebut tidak mengikat,
karena Penjelasan suatu norma bukanlah suatu norma. Sehubungan Penjelasan Pasal 6
UUHT bukannya nonmna manakala terjadi sengketa, maka kedudukan Penjelasan Pasal
6 UUHT tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat, Sehingpa dengan
mendagarkan alasan tersebut, jelas hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama
untuk menjual obyek Hak Tamggungan adalah atas dasar undang-andang, bukan atas
dasar diperjanjikarn.

Lebih lanjut dalam Penjefasan Pasal 6 UUHT, Pembentuk UUHT juga telah
mencampuradukan parate eksekusi dengan kedudukan kreditor preferen sebagaimana
dianyatzakan Penjelasan Pasal 6 UUHT sebagai :

“Hok untuk menjual obyek Hok Janggungon atas kekugsaan sendiri
merupakan selah saty perwyjudan dori kedudwkon divtamakan yang dipuryai
oleh pemegang Hak Tanggungan aiou pemegang Hak Tanggungan pertama
dalem hal terdapat lebik dari sotn pemegong Hak Tanggungan...”

Pemzhaman terhadap penjelasan dari Pasal 6 UUHT, temyata pembentuk
undang-undang mencampuradukkan antars hak  untuk  menjual obvek Hak

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, SuatuPergamarCel. 3, {Yogyekarte Liberty,
19513, hat. 1048,

Universitas Indonasia

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH Ul, 2009



43

Tanggungan atas kekuasasn sendiri (parate eksekusi) dengan perwujudan kedudukan
diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanpgungan (kreditor preferen).

Menurut . Satrio, kewenangan parate eksekusi bukan merupakan perwujudan
dari kedudukan kreditor sebagai keeditor yang diutamakan/preferen, yang benar
adalah merupakan perwujudan dari salabh satu segi dari kedudukan kreditor vang
memperjaniikan hak jaminan Khusus, atan yang oleh undang-undang diberikan
kewenangan kbusus, yaitu memberikan kemudahan kepada kreditor dalam mengambil
pelunasan’,

Adanys kerancuan dalam penjelasan Pasal & UUHT sedikit banyak
membingungkan para pemegang jaminan, khususnya bagi kreditor pemegang Hak
Tanggungan pertama, karena meskipun pada dasamya lahimya parale eksekusi dapat
diperjanjikan dan akan mengikat pada para pihak, namun sebagai norma harus jelas
dan tegas agar tidak menimbulkan pemahaman ganda yang berakibat memberikan arti
yang kabur, sehingga menimbulkan peluang penafSiran berbeda-beda.”™

b. Kerancuan Prosedur Pelaksanaan Parate Eksckusi

Berdasarkan Pasal 6 UUHT pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak uatuk menjual obyek Hak Tangpungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum seria mengambil pelunazan piutangnys dari hasil pesiualan
wrsebut. Namun pada praktiknya Kantor Lelang Negara (KP2LNj) selaku pelaksana
penjualan lelang objek Hak Tanggungan sebagian diantaranya pernah memiliki
perbectaan pendapat dalam pelaksanaan penjuzian lelang objek Hak Tangeungan atas
dasar Pasal 6 UUHT.

Seperti pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta 1}
yang menyatakan bahwa pelaksanasn parate eksekusi harus didahuloi fiat Ketua
Pengadilan Negeri dengan alasan mengacu pada Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan {3)
UUHT.” Dimana pada Penjelssan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dijelasken tujuan

. Satrio TV, np cit, hal, 235 - 236,

7 Herowati Poesoko, Op. Cit, hal, 257.

* Hasll wawancars Herowati Possoko dengan Bapak N. Ekolaksiio, S.H., Kepala Pelayenan
Lelang, Kepala Peleyansn Piutang Dan Lelang Negarn Jakaria 1, schagaimans dikutip dari Herowaii
Paoesake, Jp Chr, hat. 303-304.
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dari pencantuman irah-irah  kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada Sertipikat Hak Tanggungan, yaitu sebagai
berikug:

“Irgh-irah yung dicantumbkan pada Servipikat Hok Tanggungan dan dalom
ketentunan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan
eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apobila debitor
cidera janfi, siap uniuk dicksekusi sepersi halnya putusan pengadilan yang
berkekuuatan hukum tetup, melaiui tfala cara den dengan menggungkan
lembaga parate executiz sesudi dengan persturan Hukum Acara Perdata”

Berdasarkan penjelasan pasal terschut diatas maka memberikan pemahaman
bahwa cksekust Hak Tangpungan dilskukan melalui tata cara dan dengan
menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan penpaturan peda Hukum Acara
Perdata. Hal ini seialan denpan Penjelasan Umuni angka & UUHTsehagai berikut:

“Seleah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam
pelaksanoan eksekusinya., jika debitor cidera jargi. Walgupun secara umum
ketertuam fentang eksekusi reloh digrur dalam Hukwm Acora Perdata yong
berlaky, dipandang perfu untuk memasukkan secara khusus ketertuan tentang
eksekusi Hak Tanggungan dalwn undang-undang i, yaitu yang mengatur
lembaga Purate Executie sebagaimana aimaksud dalam Pasal 224 Reglement
Indonesicc yang deperboharui (He) Herzigne Inlands Reglement) dan Posal
238 Reglemer: Acara Hukwm Umtuk Daergh Luar jowa dan Madura
(Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten jeva en
Madura)...”

Pemahaman dari Penjelasan Umum Angka 9 tersebut khususnya terhadap
lembaga Parate Eksekusi, menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang melalui
penafsiran otentik untuk mengatur lembaga parate eksckusi, maksudnya pengaturan
lembaga parate eksekusi masuk dalem ranah Hukum Acars Perdata.”™ Terkait dengan
hal tersebut, adapun pengaturan paraie cksekusi pada Hukum Acara Perdata distur
pada Pasal 224 HIR yang menyatakan sebagai berikut:

“ Surat AsH pado suort hipotik dan surat hutang, yomg diperkunt di hadapan
nolaris di Indowesia don yong kepalanya memakai perkatacn “atas Noma
Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jiko surat yong
demikian ity tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal nenjalankammyva

¥ Herowali Poesoke, Op Cir, hal. 269
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dilangzungkan dengon perintah dan pimpinan keiua pengadilan negeri yang
dalom daerah hukumnya orang yang berhutang fru diom atau linggal atou
memilih tempet tinggalnya dengan cara yang dinyataken pada pasal-pasal
digtas dalam bagion ini, akan tetapi dengan pengertiun balwa poksaan badan
itu hanya dopal dilakekan jika sudakh diizibkan dengan keputwsan hakim. Jika
kol memjatankan keputusan ity haruy dijalanken sama sekali otou sebahagion di
luar doerah hukum pengadilan negeri, yang ketuonya memerintaitian
meyjolankan itu, maka peraturun-peraturan peda pasal 195 avat kedua don
yony berikatnyo yang ditwruti”

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 224 HIR pada intinya mengatur mengenal prosedur
eksekust suatu jaminan vang harus melalui ifin dan atas periotah Ketua Pengadilan
Negeri.

JYika ditafsirkan Penjelasan Umum Angka 9 UUHT juncto Penjelasan Pasal 14
ayat (2) dan (3) UUHT maka pemeganp Hak Tanggungan perisma dapat menjual
lelang objek Hak Tanggungan atas kekugsaan sendirl (parate eksekusi) berdasar Pasal
224 HIR adalah tidak tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan kiranya kurang iepat jika eksckusi Pasal 224 HIR disebut sebagai
Parate Eksekusi.”® Scharusnya pelaksananaan parate eksekusi tidak mendasarkan pada
Pasal 224 HIR, melainkan prosedur pelaksanaan parate cksekusi difakukan tanpa
perlu meminta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari J. Satrio vang menyatakan bahwa
prosedur eksekusi scbagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT ysitn
kseditor pertarna pemegang Hak Tenggungan cukup mengajukan permohonan ontuk
pelaksansan pelelangan kepada kentor lelang negara. Hak kreditor untuk menjual
obyek Hak Tanggungan atas kekuaszan sendiri didepan wmum sudah diberikan oleh
undang-undang sendirl kepada kveditor pemegang Hsk Tangpungan periama,
Kewenangan Hu tidak diperoleh dari pemberi Hak Tanggungan tapi sudah dengan
sendirinya ada padanya atas dasar undang-undang sendiri memberikan kepadanya.”

Pada asasnys setiap permintazn penjualan lelang yang melalui perantarasn
Kantor Lelang iidak boleh ditolak oleh jure/pejabat lelang, sepanjang permintaan

' Sudikno Mertokusime, Eksekusi Qbyek Hok Tonggmngan Permasolobhun dan Hombatan,
Makaiab Penataran Dosen Hukum Perdate, FH UGM Yogyekarts, 16-23 Juli 1996, hal, 8. sebagsimany
dikutip dart Herowati Possoko, O Cr, hal. 270,

7 3. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lakir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya
Rakii, 2601), hal. 220,
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2 Dalam

masih meliputi daerah hokem Kantor Lelang yang bersangkutan.
hubungannva dengan pelaksanaan parate cksekusi stas Hak Tanggungan berdasar
Pasal 6 UUHT maka sebenariya peiabat lelang tidak dapat menoclak permohonan
lelang atas Hak Tanggungan dengand asar memerivkan fiat eksekusi pengadilan
terfebih dahulu. Hal ini sejalan dengan Surat Bdaran Badan Urusan Piutang Dan
Lelang Negara No. SE-Z1/PN/1998 tentang Petunjuk Pelakanaan Pasal 6 UUHT yang

berbunyi sebagai berikut:

“ ... Penjualon teysebut bukon secara paksa, ietapi merupckan tindakon
pelaksemaan perianjian oleh pihak-pihiak  Oleh karena itu tidak perlu ragu-
ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas Objek Hak
Tongeungen berdaserkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungon”

Selain itu pada Angka 3 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 mienyatakan bahwa
“felang Objek Hsk Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela”. Hal ini juga dipertegas dalam
Surat edaran Na, SE-23/PN72000 Butir 1a huruf ¢ vang menyatakan sebagai berikut:

* Pelaksanaan Lelang Hok Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 Undung-Undang Hak Tanggungan tidak diperfuten persetufuan debitor
untuk pelaksanaon lclimgrya®

Menginzat lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT
tergolong lelang sukarela yang tidak memerlukan persetujuan debitor, oleh karenanya
kreditor mempunyal kewenangan sepenuhnya dalam pelaksanaan eksekusy lelangnya,
dimans kreditor dapat menuniuk ataupun minta bantuan Balai Lelang untuk
melaksanakan felang objek Hak Tanggungan tersehut.”

M. Yahya Harahap, Rugne Lingkap Permasalahon Fhsekusi Bidang Perdata, {3akarta: PT
Gramedia, 1989), hal. 113.

* Susitowsti, “Pefaksanaan Lelang Obyek Hak Tanggungan Oleh Balal Lefang Berdasarkan

Purste Esekusl Dari Pemegang Hak Tonggungan™, Jurnad Destika, {¥ol . 6 No, 6, Desemmber 2003),
hal. 294-29%,
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B ANALISIS YURIIS TENTANG HARTA BERSAMA
1. Pengertian Harta Bersamsa

Menurut Kamus Besar Bahesa Indonesia harta dapat berartt barang-bareng
{uang dan sebagainya) yang menjadi kekavaan dan dapat berarti kekayaan berwujud
dan tidak berwujud yang bemnilal. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan
{dimanfaatkan) bersama-sama,™

Harta bersama merupakan salah satu macam deri sekian banyak harta yang
dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, barta mempunyai arti penting bagi
seseorang karens dengan memiliki haria maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan
hidup secars wajatr dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Asti
penting tersebut tidak hanya dari segi kegunsannya (aspek ckonomi) melainkan juga
dari segi keteraturannya {aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut
dengan harta yang dimilikinys, fetapi secara hukum orang mungkin belum banyak
memahami aturan hukum yang mengatur teatang harta, apalagi harfe yang didapat
suami istri selama masa perkawinan

Menurat Sayuti Thalib dalam bukamya Hukum Kekeluargaan Indonesia harta

bersama disrtikan sebagai berfkut:

“Haorta bersama adaleh haria kekayaan yang diperoleh seloma perkawinon &
luar hadiah aian warisan. Maksudnya edalah harta yang didapat atas usaha
mereka utiu sendiri-sendiri selama masa perkawinan.”*

Pengertian dari Sayutt Thalib tersebut diatas sejalan dengan Bab VIl tentang Harta
Benda dalam Perkewinan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan (sclanjumya disebut “IUUJ PERKAWINAN®) yang dinyatakan sebagai
berikut:

(1} Hasts benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

¥ Ppusat Pembinaan dun pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudaysan,
Kamus Besar Bahasa Indpnmesia, Cetke VH, (Jakartn: Balal Pustake, 1995%), hal, 342,

*' HA Damanberi HR, Segi-segi Hukum Perjanjion Perkowionan Harta Bersama, Cet.,
(Bandung: Mandar Maju, 2007}, hatl, 27,

% Suyuti Thalit, Hukum Kekeluargoon Indonesia, Cet. V, {Sakarta: U, Pres, 1986), hal. 89.
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(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan itri dan barta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atsu warisan adalah 4i bawah

penguasaan masing-masing sipenerima para pthak tidak menentokan lain,

Adapun Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H.dalam bukunya Hukum Harta
Kekayaan menyatakan bahwa konsep harta bersama vang merupskan harta kekayaan
dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, wakaupun kedua segi tinjauan
itu berbeda, keduanya ada hubungan safu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi
menitikberatkan  pada nilai kegunaan, scbalikmya tinjavan dari segi hukum
menikitberatkan peda aturan hukum yang mengatur.”® Sedangkan menurat Drs. H.
Abduf Manan S H, S.IP.. M Hum. harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoatkan terdaflar atas pama siapa®

Memperhatikan beberapa pendapat para ahli di ates maka dapat disimpulkan
bahwa harta bersama adalsh harta vang didapat/diperoleh selarna perkawinan, Namun
yang menjadi maselah adalah apakah sermua harta yang didapat/diperoieh selama
perkawinan diganiakan sebagai harta bersama,

Berdasatkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta
tersebut pkan menjadi harta bersama jiks fidak ada perjanjian mengenai status harta
tersebut sebelum ada pada sast dilangsungkan pemikahan, kecuali harta yang didapat
itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang
cdimiiiki sebelum dilangsungkan perkawinan.

2. Penggolongan Haris Bersama

Jika dianalisa asal usul barta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam
empat sumber yaifu;
1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah secrang dari suami atau
istri.

2. Harta hasil usaha sendini sebelim mereka nikah.

¥ Abdul Kadir Mubamosd,, Hikem Harta Kekapoon, (Bandung, PT. Citra Aditya, 1994),
hal. &,

¥ Abdut Manan, “Beberapa Masaiah tentang Harts Bersamo™, Mimbar Hukum, (no. 33, tahwn
VHI, 1597 hal 38,
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3. Harta yang diperolch pada saat perkawinan atau karena perkawinan,
4. Harta yvang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah Khusus untuk salah
seorang dari suami istri dan selain dari haria warisan.
Menurut Ismall Mubammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat
digolongkan dalam dua golongan ysitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai
bersama dan harta masing-masing vang dimiliki dan dikuasai oleh masing.masing
darf suami dan isti >
Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan,
dimana konsep harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum
yang keduanya ada hubungan satu sama lain, Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada
nilai kepunaan sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang
mengatur.
Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-
undang perkawinan romor 1 tahun 1974 sebagaj berikut ;

Pasal 35 Ul PERKAWINAN

“¢1) Harta benda yang diperelen selama perkawinan menjadi harta benda
bersama,

(2) Hartx bawaan dari masing-masing swami dawn istri den harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hodiah arau warisan gdalah
dibawah penguasaan masing-masing 3i penerimag pora pihok tidak
menentukan lain”

Pasal 36 UU PERKAWINAN

%1} Mengenai harta bersama suemi istri dapat bertindak ctas perseinjuan
kedua belah pihak.

{2) Mengenai harla bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak
sepenubnya  untuk  melakukan perbuatem  hukum  mengenai  horta
bendanya,”

" Dr. lsmaif Mohammad Syak, “Pencabarian Bersama Istri DI Aceh Ditingsw Dari Sudut
Undang-Undang Perkawinan Nomar 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islae™, €Disertasi dalam Imu Hukum,
Universitas Suematera Harg, Madan, 1984), hel. 148,
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Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam
Bab XII iemtang hara kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampal dengan
pasal 97, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing
suami atau istri. Sedangkan jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi
Hukum Islam dinyatakan sebagni berikut:
{1} Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.
{2} Harta bersama yang berwujed dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak, dan surat-surat berharga,
(3} Harta bersama yang tidak berawujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
{4) Harta bersama dapat dijadikan scbagai barang jaminan oleh salah satu pibalk
atas persctujuan pihak Iainnya.
Memperhatikan pasal-pasal lersebut di atas maka yang dianggap sebepai hartz
bersama adalah berupa beénda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan
nilai hukum, yaitu mempunyai nilal kegunaan dan ada aturan hukum vang mengatur,
Harta bersama dapat berupa benda berevujud yang meliputi, benda bergerak dan tidak
bergerak serta harla bersama dapat berbentulc surat-surat berbarga dan harta bersama
dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban,
Dslam literatur hukum, “benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda
Zaak, barang adalsh terjemshan dari goog dan hak adalsh terjemabiandari reciy.
Menurut pasal 499 KUHPER, Pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang
adelaft benda berwujud sedangkan hak zdalsh benda tak berwujud. Pade benda
melekat suaty hak. Setiap pemilik benda adaish juga pemilik hak atas bendanys it
Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan mitik saja” .

3. Pengaturan Harte Bersama dalam Perataran Perandang-undangan

Harta bersama diatur dalam UU PERKAWINAN pada Bab VII Harta Benda
datam Perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37. Sedangken dalam Kompilasi Hukem
Isiam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur
dalam Bab V1 ientang perjanjian perkawinan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 52,

¥ Abdul Kadir Mubammad, Op, Cit, hal, 10,
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sedang tentang harta bersamanya itu sendiri diatur dalam Bab X1 tentang kekayaan
dalam perkawinan dalam pasal £5 sampai pasat 57. Sepanjang tidak diatur di dalam
UU PERKAWINAN dan Kompilasi Hukum Islam terutama menyangkut tentang
perjanjian maka berlaku KUH Perdata,

Pada Pasal 66 UU PERKAWINAN dinyatakan sehagal berikut:

* Uniuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkenvinan berdasarkan Undang-undang i, moka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undany Hukum Perdata (Burgeriiik Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonuntie Christine Indoneyiers S 1993 No.
74), Peraturan Perkawinan Cempuran (Regeling op degemengde Huwelijk
S, 1889 No. 158} dan peraturan-peraturan lain yang mengatur fentong
perkawinan sejank feloh diowr dafam Undang-undang in, dinyaiakan ridak
berlcku”

Bahwa dalam KUHPER dinyatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan
secara hukum berlakulzh kesatuan bulat antara barta kekayaan suami isiri. Persatuan
itu sepaniang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau divbah dengan suatu
perseiujuan antara suami istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dart
ketentuan itu, suami isirl itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang
diatur dalam pasal 139-154 KUHPER.

Perjanjian sebapaimana tersebut diatas harus  dilaksanaksn  sebefum
perkewinan dilangsvogkan dan dibuat dalam bentuk akts ofentik di muka notaris.
Akta otentik ini sangat penting, karena depat dijadikan bukti dalam persidangan
Pengadilan apabils 1eriadi sengheta tentang harts bewaan masing-masing suami istri,
Jika tidak ada perjanjian kawin vang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka
terjadi pembauran semua harta suami dan istri dats harta suami dan istri disngpap
harta bersama. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU PERKAWINAN maka perjanjian
yang dibuat pada wakiu stau sebelum perkawinan dilangsungkan disabkan oleh
Pepawai Pencatat Perkawinan,

Dalam Pasal 128-129 KUHPER dinyatakan bshwa apabila putus tali
perkawinan antara suami istrf, maka haria bersama iu dibagi dua antara suami iste
tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan i sebelumnya
diperoleh., Perjanjian peckawinan dibenackan oleh Peraturan Perundang-undangan
sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarskat,
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Menurut Pasal 35-37 UU PERKAWINAN harta benda yang dipercleh selama
perikawinan menjadi harta bersama. Harta yang dipgrolch masing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami istri
sepanjang pare pikak tidak menentukan lain. Svami atau istri dapat bertindak untuk
berbuat sesuatu atau tidak berbual sesualy atas harta bersama itu atas persetujuan
kedua belah pihak. Svami atau istri mempunyai hak seperuhnye untuk melakukan
perbualan hukum mengenai hasta bersama tersebut. Apabila perkawiran putus karena
perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing,

Kemudian menurut pasal 36 ayat (2) UU PERKAWINAN juncio pasal 94 ayat
(2} Kompilasi Hukum Islam, isti mempunyai hak sepenuhnys untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan
harta tersebut fanpa campur tangan susmi atey jstri untuk menjual, menghibahkan
atau mengsgunkan. Tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan
tirdlakan hukum terhadap harta pribadi mesing-masing suami istri. Ketentuan ini dapat
dilihat dalam pasai 86 Kompilasi Hukum Islam dimena ditegaskan bahwa tidak ada
percampuran antara harta pribadi suami istrl kerena perkawinan. Baik harts istri
maupun harta suami tetap motiak menjadi hak istri dan hak suami dikuasal penvh oleh
masing-masing suami dan istrd,

s, Abdul Manan, S.H., S.IP., MHum. bependapat pembakuan istilah hatta
bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional bary dilaksanakan pada
ishan 1974 dengan berlakunys Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sebelum pembakuan itn, terdapat berbagai macam istilah yang
dipengarubi oleh hukum adat seperti barang gawaan di Jawa Tengah, barang usaha di
Betawi, barang sulur di Banten, harta tuha atan harig pusaks 8t Aceh, perimbit di
Ngaju Dayak **

Nily-nilal hukem baru yang terdapat dalam pasal 35 avat (1) UU
PERKAWINAN kemudian dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XU
dimana dikemukakan bahwa haria bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan
perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan ferdaflar atas nama siapa. Harta
bersama dapat berupa bends berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud dapat

¥ Alxdut Manan, Op.CJ, baf, 59
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meliputi benda bergerak, benda udak bergerak, dan surat-surat berharga sedangkan
yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.®®

Pasal 35 ayat {2) UU PERKAWINAN membahas mengenai harta pribadi dari
masing-masing suami dan istri. Berdasarkan pasal tersebut harta yang menjadi milik
pribadi suami istri adalah:

1. Harla bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan;

2, Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada

perolchan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan,

Berdasatkan pasal terscbut itu juga dinyatakan bahwa scpaniang svami istri tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum skad nikah dilaksanakan maka
periguasaan hatta berada dibawah penpuasaan masing-masing suami dan istri. Di loar
kedua jenis horta diatas maka semua herts langsung menjadi harta bersama dalam
peckawinan.

Bahwa atss hal tersebul maka diketahni bahws semuoa harta kekayaan yang
diperoleh seami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik
harta tersebut diperalch secara sendiri-sendiri maupun secera bersama-sama.
Demikian fuga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung
adalab menjsdi harta bersama, tidak menjadi masaiah soal apakah istri atan susmd
yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atan scami mengetshui pada saat
pembelian itu, dan juga tidak menjadi masaleh atas nama siapa harta ity didaftarkan,*

4. Pembagian Bagiun Atas Harta Bersama

Pada Pasal 37 UU PERKAWINAN dinyatakan bahwa apabila perkawinan
putus karena percerafan, harta bersams distur menurst hukumnys masing-masing,
Dalam penjetasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud denpan “hukumnya
masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya
Pembagian yang dimaksud tersebut ialah apabila dalam perkawinan antara suami istrd
tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian zntara suami istri maka
pembagiannya sdalzh mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suamal dan istri.

“ HA Damashuri HR, Op.Cir, hal, 37,
 thd
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Namun timbul pertanyaan kapankah waktu harta bersama harus ditentukan
pembagiannya. Berdasar Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 juncto
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ientang Peradilan Agama (“UU PERADILAN
AGAMA™) disebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sodl penguasaarn anak, nafkah anak, nafkah istri, dan haria
bersama suami istri dapat diafukan bersama-sama dengan permohonan cerai
telok ataupun sesudah ikray talak discapkan.”

Selanjuinya berdasarkan Pasal 78 huruf ¢ UU PERADILAN AGAMA
disebatkan sebagai berikuty

“Selama berlangsungrye grgolan percergian, alas permphonan pengeugat,
Pengaditom dapat : '

¢ menentukan hal-hal yang periu untuk merjamin terpeliharanva barang-
barang yang mesnjadi hak bersema suami istri atau barang-barang yong
menjadi hak isiri™

Kemudian berdasarkan Pasal 86 ayat {I} UU PERADILAN AGAMA
discbutkan sebagai berikut:

“Gugatun zoal penguascon anak, nafkeh onak, nafkeks istri, dan harita
bersama suansi istri dapm digiukon bersgma-sama dengan gugatan cerai
alawpun sesudah pulusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”’

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan babwa
harta bersama dibagi atau ditentokan pembagiannya jika telah tegadi perceraian,
dimana berdasar pasal-pasal tersebut pengajuannya depat disjukan bersama-sama
pada saat mengajukan permohonan ceral falak maupun pada saat mengajukan gugatan
ceral,

Mengenai besaranya bagian masing-masing suami dan istri <ari harta bersama
yang diperoleh selama berumah tangga distur dalam Pasal 97 Kompilesi Hukum
Isiam sebagai berikut:

* Jomde arau duda ceral hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama separjomg tidak ditentukon lain dalam perianifan perkawingn.”
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Jadi masing masing dari suwni maupun istrl berhak setengah atas harta bersama yang
diperolehnya selma berumah tangps. Namun lain hal nya pengaturan mengenai bagian
atas harta bersama apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia
ataupun hilang. Yika salah seorang dari suami atau istri telah meninggal atau hilang
maka pembagian atas harts bersama sebagaimana diatur pada Pasal 96 Kompilasi
Hukum Islam sebagai berikut

“ (1} Apabila cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan
yemy hidup lebih lama.

(2) Pembagian haria bersama bagi seorang suami atau istri yeig istri aton
suaninye hilomg harus ditongguonhkan  sampai  odangya  kepastion

maiinya yang hakiki secara hulum atas dasar putusan Pengadilon
Agama™
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BAB IV
ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
NO.OSPDT.GALWAPPN-LP

A. KASUS POSISI

Ny. Memry Rostita (“PEMBANTAH™) mengajukan bantaban pada Pengadilan
Wegeri Lubuk Pakam yang terdaflar dengan No. 08/Pdi.G/PIw/1955/PN-LP yang pada
intinya PEMBANTAH mengajukan keberatan atas eksekusi atas sebidang tanah Hak
Gunz Bangunan No 42/Pajimulys seluas 10.078 mZ berikat bangunan yang didirikan
Jiatasnya vang terletak di ialan Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang
(“TANAH”) yang merass dimiliki oleh PEMBANTAH scbegai harta bersama
miliknya yang dimohonkan oleh PT Tatlee Buana Bank (“TERBANTAH [”). Adapun
kasus posisinya secra lebik rinci akan dijelaskan penulis dibawah ini.

PEMBANTAH bersama soarinya, Surya Tanary ("TERBANTAH ') selama
perkawinan memiliki harts bersama yang salgh satunya jaleh TANAH. Namun
PEMBANTAH mendatilican dalam perkara ini bahwa tanpa persetujuan darinya
TERBANTAH 11 telah menjaminkan TANAH yang merupakan harta bersama
PEMBANTAH dengan TERBANTAH I pada TERBANTAH 1 scbagal jaminan
fasilitas kredit pinjaman TERBANTAH 11 kepada TERBANTAH 1 untuk keperluan
bisnisnys.

Kemudian olech TERBANTAH I, TANAH tferscbut dibebankan Hak
Tangpungan dengan Serfipikat Hak Tanggungan No.1561/1995 yang kemudizn
dibebankan Jagi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No, 55/17/Sunggal/1996
tertanggal 4 Oktober 1996 dihedapan PPAT Uton Utomo, SH yang dilanjutkan
dengan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungen peringkat kedus No, 294171996
tertanggal 30 Oktober 1996,

Selanjutnya pada faktanya TERBANTAH 11 melakukan wanprestasi kepada
TERBANTAH I dengan fidask mampu melunasi hutangnya berdasar perjanjian
fasilitas kredit antara TERBANTAH 1l dengan TERBANTAH 1. Oleh karcnanya
TERBANTAH I mengajukan permohonan cksekusi atas TANAH pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam yang ditindek lanjuti oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
dengan dikcluarkannya penetapan eksekusi No.3L/PDT-EKS/HIP/1998/PN-LP furcto
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Berita Acara Sita Fksekusi tertanggal 23 Desember 1998 atas sebidang tansh Hak
Gurna Bangunan No.42/Pujimulyo seluas 10.078 m2 berikut bangunan yang didirikan
diatasnya vang terletak di jalan Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang vang tak
lain adalah TANAH yang merupakan haria bersama PEMBANTAH dengan
TERBANTAH L.

Nanun PEMBANTAH mendalitkas dalam perkara ini bahwa dirinya tidak
pernah memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta bersama miliknya yaito
TANAH walaupun telah ditawarkan surat persutujuan oleh TERBANTAH 1 maupun
TERBANTAH I untuk menjaminkan TANAH tersebut,

Kemudian terungkap fakts yang didalilkan oleh TERBANTAH I dimana pada
saat TERBANTAH I menerima fasilitas kredit pinjiaman uang dari TERBANTAH |
babrwa hobungan TERBANTAH II dengan istrinya yaitu PEMBANTAH sudah tidak
harmonis dimana anters TERBANTAH I dengan PEMBANTAH sudah pissh meja
dan tempat tiduy, dan bahkan PEMBANTAH sudah meninggalkan tempat kediaman
bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH H pada Jalan Cirebon No, 42
Medan dan PEMBANTAH telah menetap di Jakarta,

Sslanjutnya TERBANTAH II mengakui dalam jawabannya pada perkara ini
bahwa TERBANTAH 1I telah berussha membujuk PEMBANTAH memberikan
persetujuan agar TANAH dapat diajadikan jaminan kepada TERBANTAH | namun
selalu ditolak oleh PEMBANTAH.

Berdasarkan salinan putusen perkara ini bahwa setelsh Majelis Hakim
menimbang berdasarkan surat-surat bukti vang diajukan oirh PEMBANTAH mavpun
TERBANTAH L, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
yang menjadi titik sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah ada hubungan hukum atau keterkaitan antara PEMBANTAH dengan
TERBANTAH H terhadap obyek perkara {TANAH),

2. Apakah ada atau tidak persetujusn dari PEMBANTAH selaku isteri kepada
TERBANTAH II untuk mengagunkan obyek Hak Tanggungan tersebut.

Kemudien Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatubkan Putusan untuk
meholak bantahan PEMBANTAH secars seluruhnys vang didasarkan atas
pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwe TERBATAH Il telsh mendapat pinjaman kredit dari
TERBANTAH I dengan menjaminkan harta bersama;
2, Menimbang, babwa PEMBANTAH telah memberikan persetujumn perihal
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menjaminkan harta bersama tersebut dengan melihat bukii-bukii surat yang
diajukan oleh TERBANTAH [

Menimbang, bahwa TERBANTAH | dan PEMBANTAH ada dalam hubungan
ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akia Perkawinan yang digjukan oleh
PEMBANTAH sendiri;

Menimbang, babwa perlawanan pihak ketiga vang diajuken oleh isteri atau
suami dalam hal harta bersama vang disita, sudah barang tentu fidak dapat
dibenarkan oleh karena barta bersama sclalu merupakan jaminan sntuk
pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang
memang ditanggung bersama (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Buku I Mzhkamah Agung RE. April 1994 halaman 154);
Menimbang, bahwa harta bersama spami isteri dapat menjadi agunan terhadap
hutang suami dengan selzin dan sepengetahuan isteri (Putusan Mahmakah
Agung RI No. 1851 K/Pd/1996, tanggsl 23 Pebruari 1998 jo. Pasal 36 ayat |
ULl No.) Tahun 1974 jo. Pasal 121 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbengan-pertimbangan terscbut di atas,
maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
bahwa PEMBANTAH tdak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena
itu bantshan PEMBANTAH harus dinyatakan ditolak, dan PEMBANTAH
dinyatakan schagai Pembantah yang tidak benar.

B. ANALISIS HUKUM

TERBANTAH [ sclaku pemegang Hsk Tanggunpan ates TAMNAH pada

dasgrnya mempunyai hak untuk hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan, vaity
TANAH, atas kekuasaan sendiri raelalui pelelangan umum tanpa tanpa harus minia
fiat dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai pelaksanaan dari parate eksekusi
sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUHT sebagai berikut:

“ Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungas pertama
mempunyal hak untuk menjual obyek Hak Temggungan atos kekuasaon
sendiri melalul pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangriva
dari hasil penjualan tersebut.”
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Jika didasarkan atas Pasal 6 UUHT maka pihak TERBANTAH 1 memiliki hak
untuk melakukan penjualan sendird langsung atas obyek Hak Tanggungan, yaitu
TANAH, tanpa memerlukan fiat pengadilan (melakukan parate cksekusiy yang
didapatnya atas dasar undang-undang. Namun jtka ditilik letnh fanjut penjelasan dan
Pagal 6 UUHT tershut menimbulkan kontradiksi, karena dalam Penjelasan Pasal 6
UUHT disebutkan bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungen atas kekuasaan
sendiri didapat didasarkan pada “janji™” vang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan
bahwa apabile debitor cidera janji.

Adanya perbedaan makna terhadap lahimya hak kreditor untuk menjual obyek
Hak Tanggungan atas kekuasaan akan menyebabkan kebingungan bagi para praktisi
hukum dan juga khususnya bagi kreditor. M. Isnaeni menyatakan bahwa perangkat
hukum vang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melshirkan kepastian
hukum seperti yang diharapkan oleh khalaysk luas. Sebaliknya kalau dalam dird
aturan perundang-undangan ity tidek diatirt arus konsistensi, berarti citranya sendiri
sudah tidak pemah pasti, maka sulit sekali untuk raengharapkan lahimya kepastian
hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi
utama dari aturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat
dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang
seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagal transaksinya ™
Namun kerancuan tersebut diatas mepurut penulis dapat terjawab jika melibat pada
butir ke~149 juncto butic ke-159 Lampiran Undanglindang No, 10 Tahun 2004
tentang Pembeatukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai benkut:

“149.Penjelasan berfungsi sebugai tafsivan resmi pembentuk Perotiwvan
perundang-undangan afas norma tertentu dolem batang tubwh. Olek
karena itw, penjelasan hanya memuat uraion atau jabaran lebih lanjut
dari normo yang dictur ddadam batang tubuh. Dengan demikion
perjelasan sebagai sarana uniuk memperjelas norma  dalam buting
rubuh tidak boleh mengakibatkan teriodinya ketidak jelasan vorma,

159, Dalem menyusun perjelasan Pasal demi Pasal harus diperhatikon agar
rumNsanIya;
b.tidak bertertangan dengar materi pokok yong diavur datam batang
iubwh;”

* 1. Isnaen, Op.Cit hal. 34,
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Maka dikaitkan dengan kontradiksi Pasal 6 UUHT dengan penjelasannys,
maka Penjelasan dari Pasal 6 UUHT tidak dapat dijadikan sandaran bagi materi pokok
vang diatur dalam batang tubub yang adalah Pasal 6 UUHT. Penjelasan suatu norma
tidak boleh bertentangan dengan isi (substansi) normanys, dan Penjelasan dart noma
tersebut tidek mengikat, karena Penjelasan svatu norma bukaniah sustu nomma.
Sehubungan Penjelasan Pasal 6 UUHT bukannya norma manakala terjadi sengketa,
maka kedudukan Penjelasan Pasal 6 UUHT tersebut tidak mempunyai kekuatan
berlaku mengikat. Schingga dengan mendasarkan alasan tersebut, jelas hak kreditor
pemegang Hak Tanggurngan pertama untuk menjval obyek Hak Tangpungan adalzh
atas dasar undang-undang, bukan atas dasar diperjanjikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa TERBANTAH [ jelas memiliki hak untuk
melaksanakan penjualan langsung atas obyek sengketa yaitu TANAH melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan plutangnya dari hasil penjusian tersebut
dimana haknya tersebut didapatnya berdssarkan undang-undang sebagaimana diatur
pada Pasal 6 UUHT.

Namun pada praktiknya sebagian diantara Kantor Lelang Negara (KPILN)
selaku pelaksana penjualan lelang obick Hak Tangpungan pernah memifikd perbedaan
pendapat dalam pelaksanaan penjualan lelang objek Hak Tanggungan atas dasar Pasal
6 UUHT. Seperii pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negam (KP2LN)
Jakartz I pernah menyatakan bahwa pelaksanaan parate eksckusi harus didahului fiat
Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan mengacu pada Penjelasan Pasal 14 ayat (2)
dan {3) UUHT.” Dimana pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dijelasken tujuan dari
pencantuman irah-irsh kais “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA™ pada Sertipikat Hak Tanggungan, vaitu sebagai berikut::

“Irah-irah yang dicantumban pada Seriipiket Hak Tanggungan dan dalam
ketertunan pada avat i, dimaksudkan untuk menegoskon adonye kekuatan
eksekwtorial pada Sertipikat Hzk Tangpungan, schingga apabila debitor
cidera janji, siap urmtuk diekselusi seperti halnya putusan pengadilon yong
berkekuatars hukum tetap, melalyi tata cara dan dengan menggunakan
lembaga parate executie sexui dengan peraturan Hukum Acara Perduia”

% Hesil wawancars Herownti Poesoko dengan Bapak N, Ekolaksito, S.H., Kepala Pelayanan
Lelang, Kepala Polayanan Phutang Dan Lelang Negara Jokarta I, sebagaimana dikutip dari Herowati
Pogscka, Qp Cit, hal, 303-304,
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Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas maka memberikan pemahaman bahwa
eksekusi Hak Tanggungan dilakuken melalui tata cara dan dengan menggunakan
lembaga parate eksekusi sesual dengan pengaturan pada Hukum Acara Perdata, yaitu
dalents hal ini pengaturannya pada Hukum Acara Perdata diatur pada Pasal 224 HIR
Pasal 224 HIR pada intinya mengatur mengenai prosedur eksekusi suatu jaminan yang
harus melalui ijin dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

Akan tetapi mengenai hal tersebut J. Satvio berpendapat bahwa prosedur
eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT yaitu kreditor pertama
pemegang Hak Tanggunpan cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan
pelelangan kepada kanfor lelang negara. Hak kreditor unfuk menjual obyek Hak
Tanggunpan atas kekuasaan sendiri didepan umupm sudah diberikan oleh undang-
undang sendiri kepada kreditor pemegang Hak Tanggungsn pertama. Kewenangan itu
tidak diperoleh dari pemberi Hak Tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada
padanya atas dasar undang-undang sendisi memberikan kepadanya ™

Pada asasnya seffap permintasan penjualan lelang yang melalol perantaraan
Kantor Lelang tidak boleh ditolak oleh juru/pejebat lelang, sepanjang permintaan
masih  meliputi deersh hulum Kantor Lelang vang bersangkutan® Dalam
hubungannya dengan pelaksanzan parate eksekusi atas Hak Tanggungan berdasar
Pesal 8 UJUHT maka sebenamya pejabat lelang tidak dapat menolak permohonan
lelang ates Hak Tanggungan dengan dasar memerlukan fiet eksekusi pengadilan
teriebih dahulu, Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Badan Urusan Plutang Dan
Lelang Negara No. SE-21/PN/1998 ientang Petunjuk Pelakanaan Pasal 6 UUHT yang
berbunyi sebagai berikut:

“ ... Penjuolan tersebut bukan secara paksa, letapi merupakan tindakan
pelaksaaan perjanjian oleh pihak-pitwk.  Oleh kareng itu tidek perlu ragu-
ragy lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbenkan atas Objek Hak
Fanggungan berdasarkay Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungem.”

Berdasar uraian tersebut distas mska depat disimpulkan bahwa sebenamya pihak
TERBANTAH I selaku kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi penjualan
TANAH mehlui pelelangan umum tanps memerivkan fiat eksekusi dari Ketua

7 3. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lakir Dari Perjanjian, (Bexdung: Citra Aditya
Bakti, 2001), hal. 230,

M. Yahys Harshap, Ruang Lingkap Permasalahan Eksehusi Bidang Perdata, (lekarta: PT
Gramediz, 1989), hal. 113
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Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlebih dahulu, dikarenakan pihak debitor yaiw
TERBANTAH I telah melskukan cidera janii {(wanprestasi} atas fasilitas kredit yang
diterimanya darf TERBANTAH 1 dengan tidak melunasi hutangnya kepada
TERBANTAH L.

Seianjutnya penulis hendak menganalisis apakah obyek sengkets dalam
perkara No. 08/PAtG/Plw/1999/PN-LP yaitu sebidang tanah Hak Guna Bangunan
No.42/Pujimulyo seluas 10.078 m2 berikut bangunan yang didirikan distasnya yang
terletak di jalan Sukabumi Lama Kabupaten Deli Serdang merupakan harta bersama
antars PEMBANTAH dengan TERBANTAH 1L

Pengaturan tentang Hartz Bersama dalam KUHPER diatur pada Buku Ke Satu
Hab Ke Enam, dimans pada Pasal 119 KUHPER disebutkan behwa mulai saat
perkawinan dilangsungkan, demi hukum beriakulah persatsan bulat antars haria
kekayaan suami dan istri, sekadar mengenal Ru denpan perjanjian kawin tidak
diadakan ketentuan lain,

Selanjutnya dalam KUHPER ditegasken pada Pasal 124 sebapai berikut:

* Suamni sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan,

Ia diperbolehkan menjual, memindattangankan, dan membebaninya tenpa
g;rg}ﬁw tangan si istri, kecuali dlaam hal ercomum dalam ayot ke tiga pasol
Kemudian Pasal 126 KUHPER mengatur mengenai alasan-alassn persatuan haréa
antara suami isiri tersebut meniadi bubar, yaitu karena alasan sebagal berikut:
2. Karena kematian suami atay isteri;
b, Karena dilangsungkannya perkawinan baru oleh isteri atas izin hakim, setelah
adanya keadaan tak hadir suami;
¢. Karena perocraan,
d. Karena perpisahan tentang meja atao tempat tidur;
¢. Karens perpisaban harts benda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata maka pihak TERBANTAH II selaku suami dari PEMBANTAH mempunyai
hak untuk membebani TANAH, yang merupakan harta bersama antar TERBANTAH
Il dengan PEMBANTAH, dengan Hak Tanggungan tanpa memerlukan persetujuan
dari PEMBANTAH selama dalam perjanjian perkawinan tidak diatur sebaliknya.
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Namun dengan berlakunya UU No.l tahun 1974 tentang Perkawinan maka
ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta
perkawinan diatas menjadi tidak berlaku Jagi. Hal ini sejalan dengan Pasal 66 UU
PERKAWINAN vang menyatakan sebagai berikut:

* Unituk perkawingn dan segala sesyatu yong berbubungan dengan
perkawinan berdasarkan Undang-undeng ini, moka dengon berlakunya
Undang-undang ini ketentuam-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undung Hukum Perdaia (Bwgerlijk Weiboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen {FHuwelifk Ordonantie Christine Indonesiers 5. 1993 Ne.,
74), Peraturan Perkawinan Compuran (Regeling op degemengde Huwelijk
S. 1889 No. 158} don peraturan-peraturan lain yang mengatur tenicong
perkawinan sejauls telak diatur dalam Undang-undemg ini, dinyatakan vidak
berlaku.”

Dalam UU PERKAWINAN pengertian deri harta bersama dapat ditemukan
pada Pasal 35 ayat (1) UU PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut:

“Harfa benda yung diperclek selama perkawinan menfadi haria bendu

bersarrz

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) UU PERKAWINAN diatur lebih lanjut
dengan apa yang dimaksud dengan harta pribadi masing-masing suami ataupun istri
yaitu sebagai berikut:

“ Harta bawaan dori masing-masing suami dan istri don haria benda yang
diperoleh masing-masing sebaged hadioh atau worisan cdaloh dibawah
Penguasaan masing-masing si penerima para pthak tidak menentukan lain™

Drengan demikian berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka dapat
dikeiahui harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah:
I Harta bawaan yaitu harta vang sudah ada sebelumn perkawinan;
2. Harta yang dipercleh masing-masing selama perkawinan tetapi ferbatas pada
perolehan yvang berbentuk hadiah, hibsh dan warisan.
Berdasarkan pasal tersebut itu juga diketahui bahwa sepanjang suami istri tidak
menentukan lain dalam perjarjien perkawinen sebelum akad nikah difaksanakan maka
penguasaan harta berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri. Di fuar
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kedua jeris harta diatag maka semua haria fangsung menjadi harta bersama dalam
perkawinan,

Hahwa dalam dalil TERBANTAH 11 pada perkara ini, TERBANTAH 11
mengakui bahwa pada saat TERBANTAH Ul menerima fasilitas kredit pinjaman vang
duri TERBANTAH 1 bahwa hubungan TERBANTAH Il dengan istrinya yeins
PEMBANTAH sudah tidak harmonis dimasna  antare TERBANTAH II dengan
PEMBANTAH sudah pisah mejz dan temypat tidur, dan bahkan PEMBANTAH sudah
meninggalkan  tempat  kediamen bersama  antara PEMBANTAH  denpgan
TERBANTAH Il pada Jalzn Circbon No. 42 Medan dan PEMBANTAH telah
menelap di Jakarta,

Berdasarksns analisic dari penulis, penulis melihat dengan adenya Akta
Perkawinan No, 436/197% antara TERBANTAH I dengan PEMBANTAH yang
dkeluarkan olch Pepawai Catatan Bipil di Meden tertangpal 26 Juli 1979 maka zelama
belum ada perceraian antera TERBANTAH I dengan PEMBANTAH maka diantara
keduanya masih dalam hubungan perkawinan yang sah,

Maka dapat disimpulkan berdasar uraian distas bahwa sebidang tanah Hak
CGuna Bangunan No 42/Pujimulyo seluas 10.078 m2 berikut bangunan vang didirikan
diatastya yang terletak di jalan Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang merupakan
harta bersama antars PEMBANTAH dengan TERBANTAH I karena tanah tersebut
merupakan harta yang didapat oleh TERBANTAH II bersama PEMBANTAH selama
dalam masa ikatan perkawinan diantarz keduanya. Hal ini juga sejalan dengan
pendapat HA Damanhuri HR dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian
Perkawinan Harta Bersama yang menyatakan bahwa haria yang dibeli sefams ikatan
perkawinan berlangsung adaleh menjadi harta bersama, tidak menjadi masalsh scal
apakah istri atau suami yang membeli, idak menjadi masalah apakah istri atau suami
mengetahui pada saat permbelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa
harta itu didaftarkan,”*

Selanjutnya penulis mencoba menganalisis apakah proses pembehanan Hak
Tanggungan atas TANAH yang merupakan Harta Bersama telah sesuai dengun
peraturan pervadang-undangan yang berlaku. Padz Pasal 36 UL PERKAWINAN
dinyatakan sebagai berikut:

* ¥1A Damanburi HR, Op.Cit, hal, 37
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“r13 Mengenai harta bersama suami istri dapar bertindak atas persetugsan
keduu belah pihak.

{2} Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai Aak
sepenubrya  untuk  melokukan perbuatan huwkum mengenai harta
bendonya”

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.42/Pujimulyo seluas 10078 m2
herikut bangunan yang didirikan diatasnya yang terletak di jalan Sukebumi Lama,
Kabupaten Deli Serdang yang menjadi obyek sengketa felah diketahui adalah Harta
Bersama antare PEMBANTAH dengan TERBANTAH I, olch schab itu maks
TERBANTAH Il sebelun menjaminkan TANAH tersebut kepade TERBANTAH 1
wajib memista persetujuan ferdebih dahulu kepada PEMBANTAH selaku isiri
sebagaiman diatur pada Pasal 36 ayat (13 UU PERKAWINAN,

Bahwa PEMBANTAH mendalilkan dalam jawabannya dalam perkam ini
bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan sgar TANAH yang merupakan
harta bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II dapat dijadikan
jaminan dari fasilitas kredit yang diterima oleh TERBANTAH 1 dari TERBANTAH
L Dalil PEMBANTAH pun diperkuat dengan pemyataan dari TERBANTAH 11
selake suarni dari PEMBANTAH yang menyatakan dalam persidangan bahwa
TERBANTAH I telah berkali-kali meminta kepada PEMBANTAH eger
menandatangani persenjuan istri yang telsh dipersiapkan oleh TERBANTAM 1,
namun hat int selalu saja ditolak oleh PEMBANTALHL

Namun hal tersebut digias dibantah dengan tegas oleh TERBANTAH 1.
TERBANTAH 1 mendalilkan babhwa pihak PEMBANTAH telah memberikan
parsetujuannyz agar TANAH dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima
oleh TERBANTAH 1 dari TERBANTAH L Hal ini terbukii dengan adanya Spouse
Approval tertanggal 29 September 1995 vang telsh diberi materal dan juga terjemahan
dari surat persetujuan istri (spouse approval) dengan tanggel yang sama. Hal ini
membuktikan bahwa pihak PEMBANTAH tfelah menyatokan persetujyannya agar
TANAH dupat dijadikan jaminan atas fasilitas jaminan atas fasilitas kredit yang
diterima olek TERBANTAH I dari TERBANTAH 1.

Dengan adanya persetujuan dari PEMBANTAH  selaku  istri  dari
TERBANTAH Il untuk menjedikan TANAH yang merupskan Harta Bersama
keduanya untuk diladikan jaminan atas fasilitas keredit yang diterima olch
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TERBANTAH I dari TERBANTAH | maka ferpatakkan semua dalil-dalif dari
PEMBANTAH dalam kasus ini. Hal ini juga scjalan dengan vurisprudensi pada
putusan Mahkamah Agung No. 1851/K/P4U/1996 tertangeal 23 Februari 1598 yang
pada intinys menyatakan babwa harta bersama antara stami dan istri dapat menjadi
agunan/jaminan terhadap hutang suami dengan seizin dan sepengatahuan istri. Selain
dari itu pada Pasal 26 ayat {1) UU PERKAWINAN pun telah menyatakan bahwa
menpenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak. Selain dari hal-hal terscbut, adanys persetyjuan dari sang istri (PEMBANTAH)
juga dapat dibuktikan karena hal ini tercatal juga dalam Suvrat Kuesa Memasang
Hipotik No. 36 tangggal 5 Oktober 1995 dthadapan Notaris Yenty Sulaiman Sihotang,

Melihat pada hal fersebut maka menurut penulis dalam pembuatan surat
persetujuan suami atau isteri tersebut akan lebih baik jika dibuat dihadapan pejabat
yang berwenang dan disaksikan oleh para saksi, sehingga kuat menurut hukum
pembuktian serta mengurangi risiko dan harta bersama suami isteri dapat dilelang,
wafaupun barang tersebut tercatal atas pama susmi atsu isteri saia. Hal ini sesuai
dengan asas bahwa perlawanan pads asasnya tidak menangguhkan eksekusi (lelang),
sebagaimang tercantum dalam pasal 195 HIR. Dan juga akan lebih baik jiks dalam
mengadakan perjaniian kredit atau dalam pembuatan APHT wajib dibadirkannya
saksi-sakst den juga pihak isteri stau suami hadir keduanys dthadapan PPAT, hal ini
diperlukan untuk menjaga agar di kemudian hari tidsk terjadi permasalaban di dalam
melaksanakan eksekusi apabila pihak debitur tidak mampu melunasi hutangnya,

Mamun baik ada atapun tidak adanya persetujuan dari Bstri (dalam kasus ini
adalah PEMBANTAL) atas harta bersama untuk yang dijadikan jaminan dan telah
distta jika dilihat pada Halaman 154 Pedoman Pelaksansan Tugas Administrasi
Pengadilan Buku I Mahkamsah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

* Periawanan pihok ketiga yang digiukon oleh istri otou suami, delam hal
karta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh
karera harta bersama selalu merupakan femminen untuk pembovoran hutang
istri atau suami yang lerjodi dalam perkawiron yomg memong harus
ditanggung bersamea”
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BABYV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rerdasarkan hal-hal yang tefah diuraikan pads bak-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagal berikut:

Penerapan Parate Eksekusi afau kewenangan menjual objek Hak
Tanggungan ates kekuasaan sendiri olsh pemegang objek Hak Tanggungbn
didapat dari Pasal 6 DUHT. Berdasar Pasal 6 UUHT kewenangan terscbut
diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanppungan meskipun tidak
terdapat janji yang teriuang dalam Akta Pembebanan Hak Tenggunpan. Hal ini
a contrario dengan Penjelasan Pasal 6 UUHT yang memberikan pemahaman
bahwa hak kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuazasn
sendiri didasarkan pada sebuah janii. Namun butir ke-149 functo butir ke-159
Lampiran Undang-Undang No. 10 Tshun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemmndang-Undanpgas teiah menyatakan bahwa pads intinya
penjelasan Pasal demi Pasal dalam peraturan perundang-urdangan tidak boleh
bertentangan dengan materi pokok yang distur dalam batang tubub, sehingga
dapat disimpulkan jelas hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama
untuk menjual obyek Hak Tanggungan adalah atas dasar undang-undang,
bukan atas dasar diperjanjikan sebagaimana distur pada Pasal 6 UUMT,

Oleh sebab itu meogingat felang objek Hak Tanggungan berdasarkan
Pasal 6 UUHT tergolong lelang sukarels yang tidak memeriukan persetujuan
debitor, oleh karenanya kreditor mempunyai kewenangan sepenvhnys dalamn
pelaksanaan eksekusi lelangnya, dimana kreditor dapat menunjuk ataupun
minta bantuan KPZLN untuk melaksanskan lelang objek Hak Tanggungan
tersebiut.

Pihak TERBANTAH 1 sebenamya memiliki hak atas kekuasean
sendir} untuk melskukan penjualen atas obyek Hak Tanggungan, yaitu
TANAH, melalui pelelangan umum tanps memerlukan fiat pengadilan dimana
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haknya tersebut didapamys berdasarkan undang-undaeg vang sebagaimana
diatur pada Pasal 6 UUHT,

Selanjutnya diketahui pula dikarenakan TANAH merupakan harta
yang didapat oleh TERBANTAH H bersama PEMBANTAH selama dalam
masa ikatan perkawinan diantara keduanya maka TANAH merupekan harta
bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH 1. Hal ini juga sejalan
denpan pendupat HA Damanhuri HR dalam bukunya Segi-Segi Hukum
Perjanjian Perkawinan Harta Bersama yang menyatakan bahwa harta yang
dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adaleh menjadi harta bersama,
tidak menjadi masalah soal apakah istri atau suvami yang membeli, tidak
menjadi masalal apakeh istri atau suami mengetahui pada saat pembelian ity,
dan juga tidak menjadi masalah atas nema siapa harta iu didaftarkan Oleh
sebab #u sebagaimanag diatr dalam UV PERKAWINAN  maka
TERBANTAH 1 schelum  menjaminkan TANAH  torsebut  kepada
TERBANTAH 1 walib meminta persetujuan  terlebihi dahulu  kepada
PEMBANTAMH selaku istri, Hal ini telah terbukti dalam persidangan dengan
adanya Spouse Approval tertanggal 29 September 1995 membuktikan bahwa
PEMBANTAH fclah menyatakan persetujuannys agar TANAH dapat
dijadikan jarainan atas fasilitas jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh
TERBANTAH 11 dari TERBANTAH 1.

Maka berdasar analisis penulis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telgh
tepat memutuskan menolak banighan dari PEMBANTAH dan menyatakan
balwwa PEMBANTAH adalah pembantah yang tidak benar dan karenanya
ditiukum untuk membayar ongkos perkara. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam ini adaleh efektifitas dari adanya pelaksanaan eksekusi Hak
Tanpgungan, karena adanya Akta Pemberian Hek Tanggungan yang dibuat
oleh PPAT maks dapat diterbitkan Sertipikat Hak Tangpungan oleh Kantor
Pertanahan dan seripikat tersebut merupakan bukti kuat atas adanya

pemasangan Hak Tanggungan atas harta bersama TERBANTAH 1T dengan
PEMBANTAH tersehut,
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B. SARAN

M. Isnaeni menyatakan bahwa jikalau dalam dirl aturan perundang-undangan
ity tidak dialiri arus konsistensi, berartl citranya sendivi sudah tidak permah pasti,
maka sulit sekali untuk mengharapkan lshirnya kepastian hukum dari rahim ateran
seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari sturan
perundangan disamping aspek keadilan, raemiliki kaitan erat dengan soal efisiensi
yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali
menggunakan jasa bukum dalam berbagai transeksinya.”

Sehubungan dengan hal diatas berdasarkan penulisan ilmiah tesis int maka
telah diketahmi adanya pengaturan yang rancu pads antara Pasal 6 UUHT dengan
peniclasannya vang dapat menimbulkan silang pendapat yang berkepeniangan, Hal ind
sejalan dengan pendapat dari Herowati Poesoko yang menyatakan bahwa terjadi
inkonsisten dalam pengaturannya Pasal 6 UUHT. Maka saran penulis ialab hal ini
harus segera diatasi, dimana salah satunya ialah dengan jalan dibuat suatu peraturan
pelaksana yang menpatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6
ULUHT perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak
Targgungan melafui pelelangan umum yang dapat berupa Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) atau fatwa MA vang berisi aniuran kepada Ketua Pengadilan Negeri
bahwa fidak diperiukan adanya fial eksekusi bagi pemohon lelang eksekusi Hak
Tanggungan, Kemudian diperlukan adanyz sosialisasi vmum bagi KP2LN perihal
eksistensi Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 yang pads intinya menyatakan bahwa
KP2LN tidak dapat menolak permohonan lelang atas obiek Hak Tanggungan berdasar
Pasal 6 UUHT sehingga dapat mencerminkan kspastian hukem bagi para pthak
khususnya hak kreditor,

Saran penulis selanjuinya ialah dalam pembuaten surat persetujuan suami atau
istri tersebut akan lebih baik jika dibvat dibadapan pejabat yang berwenang dan
disaksikan olch para saksi, sehingga kvat menurnt bukom pembultian serta
mengurangi risiko dan harta bersama svami istri dapat dilelang, walaupun barang
tersebut tercatat atas nama ssami atau istri saja. Hal ini sesuni dengan asas bahwa
perlawanan pada asasaya tidak menangguhkan cksekusi (lelang), sebagaimana

™ M. Ignsens, “Hak Tanggungan schagsi Lembaga Jaminan Datarn Kerangka Tata Hukum
Tndonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi (Edisi V, Agustus 1996), hal. 34,
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tercamtum dalam pasal 195 HIR. Dan juga akan lebih baik jiks dalam mengadakan
perjenjian kredit atau dalam pembuatan APHT wajib dibadirkannya saksi-saksi dan
iuga pihak istri atau suami hadir keduanya dihadapan PPAT, hal ini diperfukan untuk
mengags agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan didalam melaksanakan
eksekusi apabila pihak debitur tidak mampu melunasi hutangnya,
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2. BURYA TaNARY, bertesnst tinggel di Jelen Cire

bon Mo. 42/8% EKelurahedl Pasar Reru KHedan;
Selenjuinys diuebul 5eDagal ! ——mwemmmmmm—

e BE R B ANT A H = XL

%. P, SUYa ANDALAS JaYA, alanmalb Jdolan Suksbuami

Lemo Dess Puiimulyo, Kecsmatan Sungpal e

Kabupaten Dell Seordang, Sumstera Utaraj--

Belanjulnys disebut sebagol 7 w——rmws—— —
“p memmnnemmeevene BOE RO A T A H e LT e
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Gatelah BCRVEcE DOTRAD DETEATS ] s e e

. fetelsh mendenpar kedua Lolah pihak yanpg e
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Menimboeng, bobws Penbontsh dengan surat dbantahon-
rya btertenggal 2% Jonneri 1999, yeng diterima don terdaf
tor di Kependberssn Pespadilon Hogeri Dubuik Pekem dengen
Homer ¢ OB/Pdt.G/Plw/1999/PH-L¥., toleh mengojukan baf--

Gtohan taerhodap Torbrsbeh-Rerbroiah rahepal berlkot :?1--
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~bahiis selama perkevinan entenas Pembantah dengan —
Terbantah IT, maka telah didepat hovrta bersons dolam —e-
perkawinen endoro iain sehidang tsanoh Serbifikst Hek Cu.
na Bansunan No. 42/Pujimulyoe ééluaa 13,078 @2 berilut —
bangunan yeng diciviken distusrys setempat dikenal dan -
terletak éiaalan Sukabuni Lewms, Ksbupaten Deli Berdang;-

~bahwa Tanpe persotujusn bertulis dori Pembontsl
make suani Pembeatek yoknl Perbentoh 1T untulc keperlusn~
ugahe bisnienys telsh meminjaer ugng kepads Terbantah T -
prada bulsn Ckioter 4995, yang msns antarz ipin telak di-
"Joamiakan harta bersams tersebut diates, yelni Seriifiket
Hakx Guna Bangunon Ho. 42/Pujimulyo %aluaa 46;0?8 M2 cwmmsan
berikut bangunon yong diddirvikan disteanys ysop terletpin-
dijelan Sukabuwi Loma, Kabupoten Deli Serdangy—e-w—mwmemmms

~hphia kKesudian oleh Perbantah FI atas harts bepe—
sama terasebut distss toleh diberi kuass untuek mewmsgang -

Hipotik kepeds Terbanteh 1 yang dicuet dihadﬁpan Hotaris

Yanty Sulpiman Sihotens, SH. He. 36 tanpgsl 5 Ckiober -

1965, yang mang discbulken seolab-olsh Texbentah 1T ta-~
1ok mendspat persetujusn tertulis derl Pewbanbsa pads -

. s s »
tangea)l 29 September 1995 unbuk malaiuican tindaken hukum

tarsobut Aiobay jeamememr e -~ = 2 -

~behvs kemudion olsh Terpantsh I avas barbe bersae
;ma tersebub distas telad dibuat Alte Hipotik No. 618/ —~
4040/1LP/SGL/1995 tanggol 10 Nopember. 1995 yung dibust -
oleh PPAT Adolf Sitompul, SH don ¥omudion diterbitken —-

Sertifikas Hinotik Pertams No. 155171995 tangpel 5 Dosem

t,al" ‘19‘:}5 ;fm_me R me————T E L B il L] W hn e B g2
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~balen selonjubnya clch Terbanish I ates horkg —w-
barsausa torszebubt distss didual lapi Akts Peaberiasn H sk
Panggunigan Ho. 55/17/Sungrsl /1996 tongiel 8 Oktobexr 1996
dihadaynn PPAT Uken Etmmo, S8 don kesucian diterbitkan -~
puls Sertifikat Hak Tengfungsn Peringkat Xedus No. 20541/
1996 tertangpel 30 Oktober 1996, -

5 ~hahws kemudisn oloh karons Terbuntah XI tidak dg-

'

ptt melunas) pemboyaren hubansmya kcpada Terbantah I, o

e imak& otas pecmohonan eksekusi Terbantsh I kepsds Pengsa—

dilan Negeri Iabule Pekem, maks Relustlseh penetapag ckgemw
xusi No. 3M1/PDT-EXS/HIF/1998/PN-EY. untuk melotoklosn we—
gits skeckusi etos harte borssms tersebud diatns, dosx -
berdagarken BDerits Acars Sits Eksekusi No. /PLT-EEKS/ -
HIP/1998/PR~LF, Lertanggnl 25 Pasenber 1938 maks oleh e
Jurusita Pengadilan Negeri Ianbuk Pakam Doreng Pnnggubean
telah dlletakkon sitas eoksokusl ebas karigs bersams ferse~
but diates, yeskni ebes sebideng tenah Hak Cuns Bangunaon-
Mo. 42/Pujimulyo, berikut dangunan yeng diddriken distasz
nys seluas 10,078 m2, terurai delgm Surat Ukar tongenl -
12 Oktober 1994 Hos a5/01/1994, sevenpet dikenal desn teg
letnk 41 Jalarn Bukabumi lanae thupaten Deli Serdmng) e

~baitws baik Terbentsd I meupwy Terbeatoh IT teleh-
barkali»“nii mandabengi Penbantah denson senyodolian —w—
Surab Perﬁe%néunn untuk menjamlnkan,horta berasma terse-
bul, sxan tetapi surat ferpebut u&tan.Pembantah Tolak -
untuk nenandstongeninys, oleh korens Pambonteh songat -
werkeberstan sckeli herta borsems texsebut dijaminkan'-m

atsh pinjsmen Terbantah II kepads Tecbantoh 33fi”“““‘“-"

whsin bordasSoTEon ...
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~bohvsn berdeserksn hukum hards kekayonan borssmp —.
sutara Pembantoh dem Terbantan LI fersebut dlatas adsioh
tidek dapat dijominksn kepada Terbantah I tanpa sdanve -

persetujuse tortulis deri Penbantal;

- -

~bphws perbuaton Torbontsh I den Perbantah IT yang
menjeminkan harts berseme tersebut distas tanpa persetu-
Juan tertiip dardi Pembantah adal&h menyelshi huloon doane
tidak dapat dibenarken i .

~pahwa denpen demiiion ambanteh adelah sangas bexr
kepenﬁingan sekali agsr Fengadilsn Yegeri mongengkold den
mencabat kewbell sibs cksedusi yanp telnh dilebtakkan ~-——
ates harbe bersame Lernebutl diazies berdeseriken Berits —

foera Site Bkschkusi Ho, 371/PIT-EES/HIP/1598/PU-1P., ter-

tanpgel 25 Doszember 190D, - 8 - i

«bphtts denpon demikion Pembanfoh agngat beriepen—«
tingen szkalm afar Pensedilen Negeri wenyataksn batel -~
den tﬂdah sah Aktp RFusse HemeSeng Hipotik Mo. 26 Yanppal
b thcbar\2§9$ yeng dibust oleb Hoteris Yenty Sulsimen -
Sihoteng, SH., yakni ¥uass tienassng H ipotik deri Terban
tah II kepads Terbanish I ntos harts bDersssa fersebut ——
tansh Soryifiket H ek Guno Bengunon No. 42/Puliiauniyo —-—
geluss 10.078 n2 berikuf bsnpuansn yang didirikan dlabss-

nra, setompad divennl don Terlebak di Jalon Sukebumbt —w-

Lang, Kobupaten Deli Serdeng; SN -

-

~sohwe demikian puls Pombantah canral beritepan e

Lingon ﬁi?all aper Penpzadilon ﬁ?ﬁGTl menyatoloon batal -

don tidak seh scgolo bentuk perbnatpn hukur atas haris jyf

BUOLSOME 4 v mevwoy pneas
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versame snbars Pembantsh den Terbantsh IT tergebut {tansh
Hak Guna Bangunan No, 42/Pujisulyo cceluas 10.078 62) wwe-
yokni Akxte Ripotik No. 618/4040/HIP/561/1995 tanggal 10 -
Ropomber 1995 yeng dibuat PPAT Adolfl Sitosmpul, SH. den ~-
Sertif{iket Hipotik Pertems No. 1561/1995 tengpal 5 Desame

\I
. .\ber, dan Akts Pewberiasn Haok Tongrungen No. 55/77/Sunggal/

Ly

_/w

9 ta
nf??ﬁ tanggol 4 Qkboder 1996 peng diduat PPAT Uton Utomo,-
w7 8H., den Sertifiket Ialk Fanggungen Peringket Kedus No, -

2941/1996 tonggel 30 Oktober 19963 —vamm -

dake berdesarksn keppda bel-hal yang diursiksn gi-
atss dimchonian kepeds Pongadilen Negeri Iubuk Pakan spar
mapmubuskan sebagai berikut ¢ — -

e Mengsbulltan bantshan Pembonbph i ccmme e
2, Hemystekon Pgwmbontah gdalall Pembonitoh youg benax;ew——e
5. Menyotakan sebagei hukum bahwua éebidang tonah Sertifi.
kot Hal Guns Bangunen Ko, 4&27Pujimulyo zeluas 10,078 -
mZ berilkut bangunan yenp &i&irﬁjgn digbasnye setempat~
dikenel. don terletak dijeisn Sukasbumi Lams Kabupaten -
Deli Serdeng, sdelph perupeken herta bersama yoeng 4 -

dspat selams peripwinon sntsxs Pembenbah don Terbantah

_Ix ;w s g G e WA L S ST i Y . by R o, ks A S i g e R T U e okt A o e L R 8

4.*ﬂanyaﬁakan bohol menurus hulus perbustun Toerbontah IT.
ﬁﬂnpﬁ‘péraéﬁujunn tormniis dori Fembanbah yamy telsh -
monjeminkon hovts bevsoma btersebut diotes Verhadap ~—-

pindeman kredit Terbantoh II kepada Terbantoh Xj-wwwen

5, Mauyatoken batel don tidel sah Peuclsapan Fkaekusi Ho.:

21/PDT ELG/HID/AA00R/PH-TP. yong monynaplnt stes har!:f?-?‘f

DOLHAMD 20w s vna o u e =
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bersana sebidong Lonah sertirika% Hak Guna Bengunan —

Ro. 42/Pujimalye seluss 10,078 m? berikut banmmsn --

yang didiriksen disbesnya seteppst dikensl dan terie--

Tek di Jelen Bukebuwi Lame ¥abupsten Deli Serdengy—~-—

G, Bomgsbtakon batel den Lidok zeh atas

Be

ba

&.

dlﬂ

Ba

ARty Rusca Hemaseng Hipotilk MNo. 356 tanpgal 5 Okboe
hern €995 yang dibuat oleh Hoteris Yonty Suleinpn -
Sihotang, S5H, yekndi Kuasa Memaseng 8 ipogik Gari -
Tarbontoh 1Y kepoda T evbontal I atas tan;h Berti-
Tikat sk Guna Bonrunan o, 32/20jisulye seluas -
1C.078 w2, berikuy dsngunon yang didirileen diabase
nye setempat dikenal dan teplslak 4i Jelorn Suksp w—

Bupi ILoma, Kebupeten Deli Sexdangi~

Akte Hipotik,WNo. 818/40560/56L/1995 tarzgel 10 No-—
wempar 1995 yang dibust olsn FPAT Adolf Zitonmpul,-

o £ U LI
L]

Abta Pomberian Bele Tenppungen Bo. 55/717/Sunpgal/-
1496 tengiral # Ukbeber 1996 yang dibuast oleh PPAT-

titon Htomo, 3Hj - -

Sertifiket Hipobile Portams No. 15611995 Ganggal -

5 Besémbar 1995 e .

Sertifikat Hak Tancpunpan Peringhal kedus No. 2081/

1996 tanggel 30 Oktober 1995;-~

7, Hemsrintahksn Jurusibs Fenpmdilen Nepori Dubuk Pakom—

untuk mengonpkst den mencabut kembsli sita akaekusi ?ﬁ

wan, $2XoN crrsunvnoanasy
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yeng Seloh diletokkan berdazoerken Ierits Acara Sitn -
Brsekual No. 31/PDI-EXS/UIP/1998/PN-IP. tertsnggal 23
Begenber 1998 atnz heris Lersams tersebut, yelkni aabi
darg beonah sk Guno Bgugunan Bo, 42/Pujimulyo seluac-
10,078 m2 berikut bangensn ysng didiriken diatesnya -

':*a‘\ soteppot dikensl dan terletak ¢i Jolar Sukebumi Dapa-
+ z 1
' | Kebupsten Deli Sevdeng;-~

8« HMonyetaolan tidsk soh dan tidsk berlaku sksekusi seisn
Juinys atas haxrte berscma terssbat distas berdasprksn
Penetapan Eksekusi ¥o. 31/PDT-EXS/IITP/1G98/PRelP: wom

Y. Henpghulum Perbsnteh I, XTI dan IIT untuk menbayern —ew-
bisya~bipys perkora; -

SUBSIDATR - ~" HMohon putucen yong dianreep sdil dan e

;}g}‘tut = 7 o s e o e e A S

ékﬁimbaag, bphwe pads bani peraidengan yeng teleh
ditentulien dalan pevkars ini, untuk Pembanéah telalh ha-
dir menghoddp dipersidengan Knssanye, yoitu t SIARRTAL ~
TIBCLO, 8H, dsn unbuk Tercsntah I diwakill oleh Hoszanye
yaitu @ DICKY DERIAWAN, Bl., Advokot don Fengscnca psde-
Kantor Hulm UUNG GUNAWAN, SH & REXAH, berdaaar@gn Surgt
Hagsn Khusus tertsnggel 18 Fedruari {%Q?,vﬂﬁdangian ATy o
borteh ITI den Jupn untuk Terbsnish IIX bhoadir SURYA PANA-

AT Sendiriy e * -

HMenimbang, bahwa Hajelis H akim telsh berusshw -
unbulk mendsmoikan kodun belpsiy pihok ohen tetopi tidok —-
berhosil, 18lu henbtahen Posbianiah dibucaken yeng stag --

vertgaresn. Eeris Zetus, ¥uasg Pocbs.tel oenyateian fetep
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Menimbang, bshwa abas bonbaban Pesbantgh fersebutb
Tarbonteh~Terbanish btulok menmajuktan Jowabonnys Fang isi—

nya berbunyl zebagai berikul ;1 e -

-

Jaweban Terbentan I @ —

=

4. Dohwa fTerbonbtoh I senvlsk scluruh delil-delil bentabw
an Pombantsh, kecusli yong diskui sccera begss-~tegos-
dan atau berkesesnalion dengen delil~Gelil joweban —-—

L
Toxhanbeh I} -

2, Bohwd benar, den keorens demilisn tidek dipersenzheta-
Iran lagl @

a. Torbanbtaih XL telah memporoliuh, fasilitos kredit ww—
darit Terbantah I o

LS

b, bahWa perolehen fpsilitns kredit beurschut oleh Tex
bantoh IT dijemin dengon 3 (dus) bideng boneh ber-
ikut bangunannye, yong selsh saivnya sdelah : -ee-
sebidsng tonah berikut bangunpsn scbogainans ter e
urai pada SHGB He, 42/Puji dulyo, setempat dikensl
sebégai Jelan Sukabuwi Lama, Kabupaten Deli  Berw

dang, SHCHE manp btertulis stas nims ferbanboh IXi--

Agunsn Geraecbut dipkas telash dipssang hek ¥angpung
gnnya untuk kopentingen Terboutoh I demllian sebe

galnang ﬁern;yatn poia t&m’t:{fi‘imt Hok Langriougsn —
Ho. 156171595 dan 298171996 s

¢, behwo Pecbontah XX pada kenysﬁ&anuya tidak dapst -
wengembalikon Losilites kredit yeng diterimonys —-
deri Terbonteh I, den koxsnenys é;una penronbilon -
pulunegon hutang toxsebut Perbantoh I keloh menge-
jukan permohonan Sksckusi hak taﬂggungan melolol -
Poppadilinn ftoppori Iabuk Pakam, voprinter perxknin -

Mo.: 31/Pdt. Skr/Hin/ 1908/ PE-LY vt s
i
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pelunasen hutang tersebut Terbantah I telsh mengow
Jultan pasmohonnn ekachusi hak Cengrungon melaliud —
Pengadilan Negerd Lubsk Pakam, ragist&r poericara s
No, ¥i/PAt.Eks/Hip/1998/PH-LP} -

d., beohwe herdssorkan Qanatnpzn Xetun Perpadilan Heperd
Inbuk Pokam terionpgal 22 Deseuier 1998 jo. Berita
Acarg %enyiﬁaan Ekceiusd textoupmal 25 Dessmber -
1998, sansh dsn Lengunon isrzebul telsh dilebaklan
dalem sitesn oksslutorial, sebavoi zaleh salu bogi

gn prosesi suabua proses ehoclusi ek Tangpungsinie-

5. Baliwa Bidol bBEnar 1 wocme el 2o

-~ Papbanteh tidak pormsh monyebujul/mewmberikan perscw
tugugn baik perihal pexolehan Tguilites kredit devi
aeupmn dijoninkannys tanah don Sangunoa tersebub

diotoe kepsds Torbnnish I, sekob

~ pads kenyatasnnys Pembontah telah aegberiken penge-
tujuan Centeng dijsmiskennye tenpl dan ?sngunan —
yong mefupakan harkns Dorsone Tawvsebud diﬁtas, hal -~
mang alten dihrubbilas oles FTertameazn 0 pods nenes —w

poabuitien Zelaltir——w—wrm oo = -

- Bahwa ngenn dewmikisn Uerlepas dori opsikoh Toroontab
menberiken/bidak memberiian parsetujaan peribel -—
peminjsman uweng berikut penjsminss ierssbub diotaa,
pada hakekotnya sesuni denron ketentusn ex pasal -
1131 . Perdate, bsik hutpsz Toebanten I3 kéyaﬁa -
Terbantah I moupun tenah don bonsinon yang Jijomine

Jan sdalsh merupaksn heria boersamo Pembsntah dengan

+ W v s Bt - -
Tevbontan LT ppteom—rmmmremes s
¥

¥
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~Oleh karenn itulah banbasbon yong diojukan Penbonboh-
aquo, zdalah tlidak teralnson hukum don kerenanyas ha-
rus dikensapingkan, hal wona sesuni puls denpan apa

yong dinyatsken Mahlaweh Agung RY, yoitu sebagei —w-

s

borilut 3 “Perilcuansn pihak ketiga yang diajukon

cleh istori abou ouawi, dslaom kel harbe -

:j;f%ii:tbi borsuma yong disita, sudeb bereng pentu -

¥ % %i tidsk dopat dibensrknn oleh kgrens herte-
xé ,ﬁ.ifﬁﬁg borasama solalu mexupaksn jeminen untul -~
- - pembayaron hubong istexl otan susmi yang-

teriedi dalom perhaovinan Yans HEnang e

harus ditangguns DelSomp™ )~ am e
{¥ido : Pedormon Pelokannsan Tugas den Adminiztres? .
Pengodilan Buku IY, Fohkemah Agune Republik Indongw-
gin, Sphun 199%, hal. 154) ;- —

4, Bshws bertitik bolsk dori hal-hal tersebut distas peo-
wasongssn 3 ek Tanggungan Yerhadap tonoh dan bensunan-
ran merudslan horts borsava Penbanteh denfan Terbane
tah IT tergebut telalh dilokszonakan gacsra sahilh kare-
?na telsh memenuali sFarat-syarat den ketenrtian hukum -~
Fong bafleku, in casu ketentuan ¥P Ho. 10 tahun 1961,
jo. Undangeindang Wo. 471996 tqnténg Hole Tongpungan;-

5, Bahwa Terbanteh L wenolalk seiwouh daiil-delil bontshan
Pembanﬁ;ﬁ untuk solein dan selehianya. korena seendad
nys - quod non - hénar adeiah ITralevent §— e — ———

Sapdasackan fol-bel Feruoai diatns, aako donson -
teriebih dplmlu wmenyotakuan baoawn Ponbankah sdalah peeion

tah yang tidok Denar, weeyaboion heatansn Penbontah di——

tolak atru schidak-tidsknya dinyubakemn tidnk doDoh wmmwe-

a4 soriun, anm oxpomshe ??"“‘“”“‘"’ TS s S
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Jawabon Perbont. h IT den IIT @ ce—we s e e et o e

;§ahwa pada waktu Terbontan I seminjesm nang kepo~
dg Terbsatah T untuk keperleen bisnis Terbsntsh T, moka
bubungan Rerbantsh IX dengen Fenbanteh sudah tidale hgrus
nis lagi, dimsne antera Perlentsh II denpgan Pombantsh —-
sudeh pissh meje den tempst tidur, dsn malshsn Pambantah
suvdah meninggelken tempst kedisman berssmy di Jolsn Cire
bon Ho. 42 Medun den menetap di Jakarta jram =

~bohwa Terbanteh XTI sangst menmerlukan uarny dalsm -
Jumlsh beser untuk keperiusn bisnis Pexbsntsh IX, don ——
Terbantah I ¥elsh horupays membujek Peabantah BUPBY R e
harts bersews Seriifiket H ak Gunz Dengunan o, 42/ uji-
Mulye seluas 10,078 n2 deput dijominken kepoda Terbanish

I, akon tebteni sslsln sojs diidolzk oleh Poaborbali’y m e mw.

~bahwe sesodoh Terbentgeh II daopat pinjdoman dsnl w-
Zerbanteh I, moke stoz sorpn deri Torbanteh I moks Pere-
banteh 1T taleb mowints kepadn ?cmb»a?nﬁ supnya nonbori.
kan persetnﬁuan atos dijominkannys harts berssoo Sertifi
kat Hek Gune Hanpunen No. 423/Puii Muiyé seluag 10,078 o2
kepads Terbantab I, akan febapl gelslu saje ditolak oleh
Penbantph, wslaupun Torhanteh II telah beruacshs aseluat -

tensge supays Pembanitah ménandatangani Surat Persstuiuon

snbuk menjominken yong teleh diversiaspken oleh Terhantseh -

f{;m\t“ - - - it -

~bghwa Terbantal IT tolnh berkali~koll memints ko~
pads Pesbantsh supsys mensndokengani persetujvan isteri-
yanp Felsh diporciopian ¢leh Zorbsntch I, skon Betspl —w

selsln sajs ditolsk oleh Pembmnboljadem—m e oo o
{
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~bshwe sejak Terbantah IT moesinjen vang taiuk usa-
ha biznds Terbantah II kepnde Terbantash I, maka sejek ~-
gaab ibtu Pembenbah vebep ssje tinggel di Jskarte dan ti~

dak mow jembali ke Medan, dan anters Terbanteh 11 dengon

-

Peombantan sudeh LTidalk nmultun legi;

-bghwa walaupun demikian Terbesnteh IT okan menyele
* .

ééé%:#:w ‘3§aikan éewajibaxnya kepada Terbanton I, ssalken Perbsn~—
‘,3 Ve - " "&ah I memberiken tenggeng wakiu ptouw memperpanjeng per—-—
Kjﬁtg‘ N j%njian kredit tersebut diatesjo—w- o
_<‘~rw ‘ S Menimbang, bahwe stas jsvwebsn lerbantash-Terbantsh

tersabut ¢lates, Peadbanteh teloh nmemajuken Repliknmys Ser
tanggal 28 April 1999 den oleh Terbantsh-Terbentoh tolah
rule memsjuicon Duplikays mesing-niging fertongpel 99 Mol
1099 dan tongesl 2 Juni 1999, dimons isinya pads pokol—
nya méﬁing—masing pihak Letap paé@xﬁalil bantahan dan -~

dnliil jFowsbomiyo semulai~ R - P i o e

Yonimbong, bahwa uabuk penbuakiiken Aslil bontehan

nyn, Pembanteh teleh memajukorn surat-surat buictings da-~

lam perkara ini, yeng terdiri dari :
1. Foto copy Bartifikat Hsk Guna Banmangn yong dikslusp-
kan oleh Kepala Fsntor Pertonsben Kebupsten Deli Bor-
deng, bertenggol 12 Pabrusci 1994, ¥o. 42/Puji tulye,
yang églah dibori meterpi secekupnys aken Yetepl sall
nya ti&ak depat diperiihotken dipersidanpen, yeng se-

lnnjutnya diveri tonda P.ii-- - -

2, Fobte copy Spouse Approvel yepng dibuat oleh Hrs. Merry
Noslits, tertenmgol 29 Septewbex 1993, yeng Telnh diwf"

.
BETY, v cmwnn v maw o
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Y R

beri meteral seasulkupnys, sken btotapi aslinye tidak -
dapat dipsrlihstken dipersidenron, yang selsnjutnys -
dibeori vands P.2A ) - U

Fote copy konsep surst Ferseiuiusn Isterd ryang belume
tenda fangeni oloh s, Herzry Roslite, yvonzm belsh -~
diberi potorsi secukupnys dan discsusiken dengon asli

nys, untuk selsnjutnys diveri tsnda Po2Bj—w—we e

Foto copy kensep swrat Porsetujian .yeng belum ditends
tanpenl oleh Hy. Merry Roslitp, youp telsh diberi «—w

meteral sesukupnye okun tetapl oslinyo tidek dapat 4i

'perlihatkaﬁ dipersidencen, rongz selaniutnya dibexi ~

tonds P.A3- S

Foto copy Penebapen Bits Eisetuni ymus dikeluarkon —w
pleh Ketuas Pongadilesn Hagerl Iabuk Popiom, terﬁaﬁgggiw
22 Dazewber 1998, No. 31/PUI-BEs/HEE/1998/PN-LP. ,yong
toleh dduveri matersl seculupnys dan telsh dlmesualkan
dongan seiinen ysop resod undul Lfu; watuk selonjut--

nyvs diberd fando P,y - pum—

Toto copy Derite Acara Sits Eksckusi, yensg dibugt —-
Jurusits Pongndilan Negerl Taduk Fakem, Lertenggel —
2% Desepber 1998, Ho. 39/PIE-BES/HIP/1908/RH-LE. yong
telahk diberi metsrai secukupnys don telek puls digew-.

suaikan dengsn aalinan yeng reswmi untuk ftu, untuk —

selenjutnys diveri tands P.5j-- - —

Foto eopy Akts ¥unga Mempoang H ipotik yoag dibupgd -
oleh Nobaris Yenty Sulaimen Bihotang, 33, rovtonprel-
5 Oicbeber 1095, Mo. 36, yang telah disconalken dengan
pelinya dnn siveri meterai segulupnra, unituk selsajub

% e S s by bR AW A aa e T T ek R T R g ok bt e L
nynr cdibevi bordda :‘;.(J,{;J—"

¥
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7. Fobto comy Alte Perlewinon yang dikeluasrkan oleh Pogo-
woi Cotston Sipil 41 Hedan, tertsnggal 26 Juii 1979 -
N 0. #36/1979, yeng btelsh dibari wmotersl seceulupnyg -
dnn Hsonuailien dengan ssliinya, untuk selanjubnys di-

veri .foada P.7; — - -

fi, Fobo cony isi Veria Peradidan 161 dexd helemsn 37 g /

7= d. halemsn 49, yeag teleh dibexri melersi secukupnye -
i e N o - - "
%;';' ‘ ‘ untuk sclanguitnys diberi tands P.8; S
“;‘ ‘f' - * ); E
* Fa ; i ! w LY k3
H e, M S Meniabang, babwe unbuk mewbuktilon dalil jeweban-
. Ve T N :
L.

“',«*5ya, Terbenteh I Selah wmemsjuion sursb-suret dbuktinge -

yang verdiril darl 7 seswseosenw

1. Foto éopy Bizatah Ielans ¥sng leivevkan olsh Kentor
Iolang Hegers Medan, Rertanggal 1% Aprdi 1999, Ro. 36
/15692000, yong belah diberi weboral g2eukupnys den-
totak disesuallon dengesn aslinya, unbulr selanjubnys -

diberi Lands T.I-7% e ot gl

2. Fote copy Sertifikat Mal %uno angungn yong dikelugr-
ken oleh Xepsla Kentor Pe roonghan gnhupaten Beli e
Sordang, tertonggal 12 Pebrueri 1994, Ho. ey VLT Q—
Kulys, yung telah dibexs, meterel 5ecukupny§ dgn digaw

susilon denzan aslinya, unbuk solanjutnys diberi San-

v WLl g e _—— -

%, Foto copy Spouse Approvel, tertanggel 29 Septeumber —
1995, yeng telzh diberi metersd secukupnys dan teleh—
disesusikan dengan aslinys, unduk selonjubnye diberi-

tanda ?.Iwﬁ;?i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - -

4, FPobo OODY secercans
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4. Pobe cony terjemehesn sah surst Po »seiujuen Isberi w-
tertanggal &3 Septewber 1995, yang bolah diberi mete-
rai secukupnye <dsn telsb disesuaikan dengan pslinya -

wntuk selenjutnys diberi tanda ¥.1-303 e

%

Menimbang, babws Porbanteh I dan {IX tidek ads ~

msqﬁsakaa suret-asurat bukbinys dalam perkera ind jweremem—

1

MR 3 i J
R4 Moniabang, bahws kedua belak pihak yang berperka-

ro tidek ode memojukon seksi-zoksinyn dalem perkers ini;

+

Henimbang, bshwa Peubantah dan Perbantsh I telsh-
remajukan konkiusinye delam perkers dni, Faitu tertang--
el M Agustua 1999 don tongmel 4 Agustua 1959, yang pe=
da- pokokmnya mesing-masing pibak tetep pedn dolil Dentaliw
anpye don dslil Jewsbannys , sodoppkan Texbentah IT dan-
IIT tidel ads memajuken konklusinye dalam perk&ré indlg-—

Feniwbang, Lehws sagele sesuadtn ysng terjedi di--
persidangen teish dicetst den beritae genra, yang uwniuk -

singkatnyas diznggep bteloh termesulk dalam pubusen Anlj——w

Menimbang, behwa pada pkhiznys kedus belah pihek-

mohon pubisan delom perkera inij : ——

¥

_______________ TENTAND -  HUKUHIIA 1 -~ -

-

Henihbang, behwn maksud i %ujunn ??nﬁahan Pompwm
bantsh adalsh sobagsiwens tersebut d%aﬁas;mu_wm-ww“_ww_*

Meninbany;, bobwe pedo pgkmkﬁ;a bonbohon Penbanbeh
mendalilkan bahwe suomi Pesmbantuh (Terbanteh LI Surys -
Tapoyy ) telsh meoinjon weng gars Terbsntoh L { PP, Tetles

Busns Bank) dengen jominon sebidang Tanah Sﬁfﬁifikat?&“'
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Hok Guno Daagunen No. #2/Puji Mulyo seluss 10,073 n2, -
verikut banpunan yang didiriksn dioctasnys dikens) dan ——
. terlebalk 41 Jalen Sukebuni Leuwe Kobupaten Deld Serxdang -
yang merupaken hards bersama, tanps adanya persetuiuon -

Pembanteh sebagod isteri; —

b

freniabung, bshwa ftorbsnteh I dalsw javwabsnnya mem
benarkon Parbanteh I1 felah mendepnetken fasilitas kredit
dengan Jaminan gehidong tenoh bterilkut barmunan schapol -
mana terural pada Serfifikst Hak Cunc Hanpunan o, 42/
Puii Mulyo, setempet dikensl sebageld Jsoisn Sukabumi Iowmp
Kebupatsn Deli BSerdang, Sertilikot Hak Guna Banmungn e

mane texbulis abas nama Tarbontoh Xlj—om

-~ Bahwa sgrnon tepsebnt dictes telab dipssenp hak-
tenggungannys untuk kepentingan Terbantsh I sebagoimona-
L e

ternysts poda Sevtifiket Hek Tangpunson Fo. wm/igaz}
dan 2941719963 — = - B

- babwa Terbefbeh 1T $idgk dspst zenpembaliken ——w
uang kredit yeny ditevimonys dori Terbenteh T odoan unbuk-
.yengcmbalian pelunagan hubeng tawschut, Perbantash I tea-—
‘1sh mengajuken permobongn ekselusi hok tangguangsn mela~—
1vi Pengadilan Negerl Tubuk Pokam, reoglster peTKsra o
%4 /Pdt.-Bks/Ti3/1098/PH-LP, dan teloh dilokukan Site Fkog
kusi pads %;nggal 23 Desember 1998 ?erhadap tanth dan —w

bongunan jang menjedi opunen torsebuts- - o

#

- behwa Terxbanteh I monyatokas Uidek benor Pembon-
ak tidek membsriksn perschujusn perihol pemindsman woeng
borikut renjeminsnnys Lersebut diatas, sehingrs 5688~

dnger itu bantahan Pembontah horus dikasampingkan;j’—www

T Ly s e v v on e ww . s
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Menimbang, bahwa Terbantsh I dolaw jewabannyn w—

pada polkoknyn menystaken e -

- bahwg Tesbanteh I1 bensr telsh mendapat pinjemsn Jra—
dit dsri Terbsntah Ij——o .

- hahwa Terbantsh IT telah berusehs untuk nendspatkan -.

.

%‘XSQEH Bertifikaet Hek Guns Bgngunan Fo. #2/Puji Mulye -

+

—

B J $elugszﬁﬁ,0?8 12 lepeds Terbonteh Lj-e- S

- *

Meniobeng, bahwa olen karens dsiil bDantshon Popme.
Eanteh dibantah Terbanteh I mzupun Perbantok 1T, noka ww

beban penbukbtisn dibebankan kevedn Peobantah:

. .

Hendmbang, bohwo untuk menguatken delil bantahen~
nya, Pembantah teloh mepgajukan bukbi zuret B4 s/d. P.O
sedangkon Terbantebh T jums seagajuken bnkti tertulig —w.

berupa surpt, youg diberi tanda T.I1=1 5/d. T, L-F0; e

Hemimbang, ehwa &ari surat-surat bukii yane di -

ajuken oleh Pembantah mpupun Terbeulah I, nmeko menurui -
‘pendapat Majelis yang msujadi Tibik sengketa dolenm perks

g m ada}_gh 2 ‘»’A-twlIMN-Wnﬁwm—-wv—m—«:—:-:v—»a—««s—vv—w—vw—m—unm»-ﬂm—mn—m—nh--w-—'-‘--—u

-  appken ods bubungss bulkus stau kelarksiten snbtarn —e-

Pambantah denpgan Terbental XX bterhadep objek poerkars:

~ ggakel pde stoeu tidek vpersetujuen derdi Yembantah -

{isteri) kepoda Terbantan II unbuk mengepunksn objek-

hak tenggungan tarsebul;=m—w~ - e e ot A b b e

Manimbang, bohws berdasosrkan surat bukti yeng dd-
ajukun Pembonteh yaitu bukti P.7. berups Khatipan Akts ~-
Parkowinon, bLalws Lenar gnvors Pembenbuh dop Tevbantah -~

4 . z F3
IT nda dolom hubtngan ikaben perlawinan yenn sahjdseme-
i
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- 49 -

' ~berdnseriken bukti P.7 den .12, babwa bensr da-—
lan ilketan porkswinen anters Pembontsh dengen Terbantahi-
11, ode memiliki sebidsng tomah Derikut bangunan diptase
nya gseluss 10,078 n2, dengen Sertifikot link CGuna Rangun-
an Wo. #2/Puji Mulyo, setempet dikenal éﬁbagai Jelen By~
_kabnai Loma, Eubupsten Doli Serdany, yang delmilu beraassl
dari Hak Guns Bangupen ¥No. 9/7Puji Mulyo sesusi dengan -
katerangan bukiti T.7-2 halamon 3, &im&na;dijelaskﬁn e e
telah dilaknk#n penggantisn Sertifilat tengeal 12 Pebry-
BIE AT | o oo i e s e s : w——— \

~baerdagarkon surpﬁ tukti Pembanteh b&xapq_P.% din--
P.5. serte bukti yang disluken Perbontoh T ryaitu dukbl -
T.3~7; makn benar Terbentsh II telea mendagetken pinja——
man dori Fexbgsntsh T dan Teorbanvak 11 tidek depai meluna
21 sappal pads wakbtu yang dipsrioniikan , maka anbtul e
pelunsgannya Terbantah 1 memonen kepade Koetus Pencodilon
Hegeri Iaubuk Pokenm untuk seleliauny cobjek ppunsn (bukti -

¥oit, dun 2,53 wntul polunzsan hulong Cersobug e —moew—

Hemimbang, babwe berdasavkan suraf bukti yeng di-
o3ukan ?embantéﬁ barupa P.Za don P.Eb dan P.? serta pitew
rat bnkti_yang'éisjuknn Terbanioh I berups T.T-3 dan w-w
T.E=30, baﬁwa benar Lernyatse Pawlbanisly tolah menborilcon-
persetujusn teriulis kepads Terbantad XI untuk menpgspun-
kan tunah beriimd bagunan diobsanys, scbareisens dlurpi-
Fan Galen Seriifikats Nuk Guns Danpunan Ho. $3/7Puji Malyo
acharod Janinan peluassen hubaniy Tarbonbaly 11 kopd da -
Tarbdanteh ¥, dan pocuetniuan bereebued toleh pale diunrsi-

kan didalam Surpy Tunso Memosany Hipobik No. 26 tnnggai??
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.f:ﬁgrkawinan, vong Nenang &itanggunguberaama;(lihut Pedoman

5 Oktober 1995 dihadepen Hoteris Tenty Buleinan Sihotang,
SH {3.6)3 - e e

Hanimbang, bahwa periawsnen pihak kebige yeng di-
sjuken vieh isteri sotsv suani dalon hal haxts darsoms —
yang ddoita, sudabh barang toubu Fldek depat dibenarken-—
oleh karens haris bersems selplu porupakon jeainen unbuk

pembayarsn hubong isteri astew suvaml yeng terisdi dolsm -

Pegaksaaaaﬁ‘ﬁugas dan Admlnl stresi Péngadilan Bulaz IX -~
%§hkamak Agung &1. &przi 1994 halaman ﬂS&),

Menizbeng, behwe "harto bersama™ suanl isterd dg-
pat menjodi agpunan terhsdop huteng suamd dengen seizin -
dan aepengatnhuan isteri; (lihat putusén JMebkemah Aging-

H.1. Bo. ?85? K/Pdu /1998, tenwgel 25 Penxuazi o885 do, ~
sassl 38 ayab 4 UU Ho, 4 Pohun 1924 jo. nposud 121 KUA. -

Perdate; —— ; S— b

Menimbong, babvs berdssarken prriisbdsngsn-pertim-

bung&n terzebut diestas, ﬁagalis Haltdim reng memerikes dan

mengadili perxara 16l berpendspet Gehwa Pembuniah vidalk-
dapab memhuktxkan ds111 bantehuannye, oish karens ity -
bantahsn Pembenbsh harus dinyatukan ditolslk, dan Pemban-

tah dinysteksn sehogol Pepbenish yeng tidak bernari———m——

"

Moninbaeng, bahwz oleb karvens bvanishen Foambanteoh -
ditolek; make segela blays Jyoup £ivtul delon peritare ind

dibobankan pads Pombankah yeng juplahuye skon disebubken

delam gmar.pubtusen dibavah ini!7¢ *******

*1\-““:13%9{' IR E AL A E A NN
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Mengingat pessl-pesgul dorl Undang-Undacg Qon Xe-

yenbtusn fulum lainnys Yong borhubungan dengan ituy

. S i

¥ S Wi

-~ Henolak banvehan Pesbentoh unbuk seiurihnys *5-————

-7 Henyatshon Pembaniad adalsh Peudbantsh yong tidak wwe- T

benar i - : e

o g o ey

-4 Fernghubkum Pembsntsbh untull menbaysr ongkos perksra -
yong hinges kini ditaksic ssbeper Ep, 168.000,w—w-

{Seratus dslspen puluh delapen ribu yupizh) Pieewoos

BEH;RI&HLAH dlvuiusitsn delan FHusyevarsnh Kajoidis-
p‘ade hard * X & B 2 &, tengegal : 26 AGUSTUS 19938, olebe
_ksmi ¢ BACGOARD KAREFR, Bi,., scbagel Hekdm Rotup, YARIBR
&IN%IN&, B, dan FPOHTAS DFPENDI, Sh., masing-nsasing zo- -
begal Halkim Mnggets, putusen nanz échnpkan Lolam ~avmien
sideng veng terbuks untuk weun pede herd 1 8 4 B 2 U, ~
tangeal : 28 AGUSTUS 4989, oleh Hokim Xetus teramedut .-
distes, dibadiei olob %AKEB GCIRRIRG, SH. don POHIAD ~
EEFENDL, SH,, Hskim Angpota Uerssbut distass, dengsn di-
bantu oloh 3 BJ. PANSAITAR, SH., Pandtvera Penggentd pa~
da Pengedilan Begerl tersebut diates, denpgan dibodiri -

oleh Kuase Subsitvsi Ferbantsh I dengsa tidal dibediri-

olel: Pembaubtch msupun Knesaaya don Tecdanteb II dan IIT;

HAEZM - EAXTH ABGGOTA : BAKLY KBTUA MAJELIS,
« dto. dto.
4.{ YAKUB GIN®ING, BH ) (HAQUOARO BARERA, BE
dta.
2 { POKTAS EEVENDI, SH ) PANITERA PEBGOANRL ,

atoe.
(DL PaRIALPA, SH };‘,‘?
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Perincion bizya perkarn 3 s 2 e ot v e
~-Redaksi } ecoescevraorsaEEn R?ﬁ ’3«0{}03
-~ Mahers 1 P TAzmosevanccvotg O 2;;600;

- ﬁ&minigﬁzi‘aﬁfii U svesvsovcasvceans @ 3{);{30(};
- Paﬁggilan ] H ﬂo&tﬂyuvj‘nlwt*'ﬂ# - ’355.{}(3?3;

3 11‘ 33 1 ﬁ h H BDOEFREY DS EE DD §E&n§§§&§%g;

{Boratug dolspsn puluh delzpan riby —w—eee

- r&pigh) § s o b
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